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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesin Selatan
merupakan dokumen yang berorientasi pada target yang ingin dicapai dalam kurun
waktu Tahun 2019 sampai dengan 2023 sesuai peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib
Menyusun Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 1 Tahun 2019.

Renstra Dinas Pendidikan 2018-2023 berisi Visi, Misi Gubernur Sulawesi Selatan yang
dijabarkan dalam Tujuan dan sasaran pembangunan Pendidikan Sulawesi Selatan
dan penetapan indicator Kinerja Utama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan dalam mencapai target pembangunan Pendidikan di Sulawesi Selatan.

Selain pendekatan diatas tentunya melalui analisis lingkungan internal dan eksternal
berupa peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi terhadap rencana yang
telah ditetapkan.
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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode lima (5)
tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja. Suatu alat
manajemen yang bertujuan membantu organisasi membuat rencana masa depan
(jangka menengah). Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara
menyeluruh atau “roadmap” yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan
untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih bersifat luwes
dan dapat direview, terutama apabila ada perubahan-perubahan yang signifikan
dalam lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh pada pencapaian tujuan
semula.

Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra OPD yang merupakan
dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk itu, Dinas
Pendidikan sebagai salah satu OPD di Provinsi Sulawesi Selatan juga menyusun
Renstra Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan berbagai
kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pendidikan untuk
periode 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara
untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan
terutama di bidang pendidikan. Perencanaan strategis berfungsi sebagai sebuah alat
manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan
proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menjadi petunjuk yang
dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun
ke depan.

Renstra Dinas Pendidikan sebagai bagian dari RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan menjadi kerangka acuan untuk merencanakan, mengembangkan, dan
meningkatkan pembangunan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Merujuk pada
konsepsi kecakapan Abad 21 yang dirujuk Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
merumuskan kristalisasi nilai-nilai utama pendidikan, peningkatan kapasitas Sumber
Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk mengembangkan karakter (watak), kompetensi,
dan literasi (kemelekan). Dengan peningkatan karakter, diharapkan SDM memiliki

kemampuan untuk beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Dengan peningkatan
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kompetensi diharapkan SDM memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-
masalah yang kompleks. Dengan peningkatan literasi diharapkan SDM memiliki
kemampuan menerapkan kecakapan dasar dalam kehidupannya. Tercapainya
peningkatan kapasitas SDM akan membawa pengaruh yang signifikan pada
keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di berbagai bidang.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 diawali dengan persiapan penyusunan, yang meliputi pembentukan tim
penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, dan
pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil
dikumpulkan, disusun Rancangan awal Renstra Dinas Pendidikan dengan kegiatan
analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, dan
penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, misalnya Rencana Tata Ruang dan
Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan lain-lain. Selanjutnya dari hasil analisis dan telaah
tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan
acuan untuk merumuskan tujuan dan sasaran. Berdasarkan rumusan tujuan dan
sasaran kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan, setelah itu dirumuskan
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan kelompok sasaran.

Rancangan awal Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangkan
Surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat
Daerah dan Forum Perangkat daerah dijadikan dasar untuk menyusun rancangan
Renstra Dinas Pendidikan. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan
tersebut kepada Bappeda untuk diverifikasi untuk melihat kesesuaiannya dengan
Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil verifikasi ini digunakan
untuk menyempurnakan Rancangan Renstra dengan mempertimbangkan Perda
RPJMD. Sebagaimana diketahui Rancangan RPJMD sebelum disahkan menjadi Perda
RPJMD, harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD. Berdasarkan hasil penyempurnaan
rancangan Renstra, disusunlah Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan, dan
apabila sudah sesuai maka dilakukan penetapan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan pada periode yang sama.

Seperti diketahui bahwa RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi,



1.2.

2.

3.

dan program Gubernur Sulawesi Selatan, dan penyusunannya berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Renstra
Kementrian dan Lembaga (K/L) terkait. Selain itu RPJMD juga memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program
perangkat daerah, koordinasi dan sinkronisasi lintas perangkat daerah, dan berbagai
program kewilayahan, yang dilengkapi dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Uraian ini menggambarkan eratnya
keterkaitan antara Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan
RPJMD dan Renstra Kementrian atau Lembaga terkait.

Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu Renstra ini juga
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima
tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan Bidang Pendidikan

yang telah ditetapkan.

Landasan Hukum

Prinsip dasar dalam penyusunan Renstra 2018-2023 ini adalah partisipatif dan
komunikatif dengan tetap memperhatikan : (1) tugas dan fungsi serta kewenangan
Dinas Pendidikan dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Nasional dan
meningkatkan mutu Pendidikan Nasional/Daerah; (2) penerapan pendekatan
penganggaran dengan perspektif jangka waktu pelaksanaan (tahunan), yang
memberikan kerangka yang menyeluruh antara proses pelaksanaan, waktu
pelaksanaan, sasaran yang akan dicapai dengan alokasi anggaran yang disediakan;
(3) penerapan penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperjelas tujuan dan
indikator capaian yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan
sumber daya yang ada. Oleh karena itu Renstra 2018-2023 ini disusun dengan

berlandaskan pada beberapa produk hukum dan peraturan yaitu :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta
Amandemennya;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Public (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1.3.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -
2023;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023
disusun dengan maksud memberi pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang
akan dicapai dalam periode 2018-2023, yang berfungsi sebagai dokumen penunjang
dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyusun/menetapkan kebijakan dan
program pembangunan pendidikan periode 2018-2023. Selain itu Renstra Dinas

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 merupakan kelanjutan dan



1.4.

kesinambungan Renstra sebelumnya (2013-2018), disusun dan dibuat secara
sistematis, sistemik dan sinergis berdasarkan periodesiasi yang telah dirumuskan dan
berorientasi pada pola kombinasi “Top Down” dan “ Bottom-Up Planning”.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini bertujuan memberikan acuan empiris
mengenai kebijakan pengembangan yang harus diikuti, program dan kegiatan yang
harus dilaksanakan, serta sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh seluruh jajaran di
lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang periode 2018-2023.
Oleh karena itu pengendalian terhadap implementasi Renstra ini dilakukan melalui
pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab masing-masing yaitu,
Sekretariat, Bidang, UPT, Cabang Dinas, Seksi, Subbagian, sesuai tupoksi masing-

masing.
Sistematika Penulisan

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada. Oleh karena itu penulisan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan, memuat 8 (delapan) Bab yang intinya menjelaskan dan
merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran
yang akan dicapai dalam periode 2018-2023.

Bab |, sebagai bab pendahuluan yang berisi latar belakang, yang
mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra
Perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, Proses Penyusunan
Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat
Daerah, Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat
daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.

Pada Bab Il, menguraikan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yaitu Tugas
Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Struktur Organisasi Dinas Pendidikan yang mengacu

kepada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah yang
menginformasikan tentang ketenagaan, aset yang dimiliki serta informasi sumber
daya yang diperlukan, yang kesemuanya merupakan kekuatan dalam menjalankan
tupoksinya. Dalam Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, menjelaskan beberapa hal
yang menjadi kekurangan dan kelemahan dari OPD serta Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah yang menjelaskan hal-hal yang dapat
menjadi perhatian atau dukungan dalam menjalankan visi dan misi OPD ini.

Bab Ill, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, Indentifikasi
Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan
Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta
Telaahan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Stakeholder OPD serta penentuan isu-isu strategis
ini menjadi dasar untuk merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diuraikan
pada Bab IV.

Selanjutnya Bab IV ini pula merumuskan Tujuan dan Sasaran yakni cerminan
terhadap apa yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dengan rumusan yang lebih
spesifik, terukur dalam kurun waktu 2018-2023. Hal ini tergambar dalam Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran.

Bab V menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan, menjelaskan cara mencapai
tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-
program yang kesemuanya itu merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan
panduan, pegangan atau petunjuk untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Bab VI menguraikan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,
merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan yang dirumuskan, untuk
mencapai tujuan dan sasaran sesuai tupoksi OPD serta bagian dari program yang
memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

Bab VII menguraikan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisikan
indikator kinerja OPD yang menunjukkan kinerja dalam 5 (lima) tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Bab VIII, tentang Penutup yang menguraikan penjabaran Renstra OPD ke
dalam bentuk Rencana kerja OPD, serta memaparkan keterlibatan stakeholder
pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas dan Fungsi

Secara umum Dinas Pendidikan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mengemban tanggung jawab bagi
tercapainya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan sesuai visi dan misi yang
dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggung Jawab Dinas
Pendidikan bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Sulawesi
Selatan tergambar dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menurut kedua peraturan gubernur diatas
diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, meliputi:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum; dan
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, meliputi:
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa Dan Sastra Daerah;
f. Bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Dan Fasilitasi Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;

g. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi

Pendidikan (UPT-PTIK);



h. Cabang Dinas;

d.

Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan

urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas dalam

tugas menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
C.
d.

e.

Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;

Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait tugas dan

fungsinya.

Adapun uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

1.

2.

3.

Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan
Khusus/layanan Khusus, Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Masyarakat;

Mengkoordinasikan dan Menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan
Pendidikan Khusus/layanan Khusus, Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat;



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelayanan Umum di Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan
Pendidikan Khusus/layanan Khusus, Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat;

. Menyelenggarakan dan Memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan

dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Pendidikan
berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;

Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin
bidang pendidikan berdasarkan Pemerintah Daerah;

Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan,
umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;

Merumuskan kebijakan standar operasional bidang pendidikan meliputi
Pendidikan Menengah atas, Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Pendidikan
Khusus serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;

Merencanakan dan Mengendalikan bantuan pembiayaan penyelenggaraan
Pendidikan dan Penjaminan mutu satuan pendidikan meliputi Pendidikan
Menengah, Pendidikan Khusus sesuai kewenangan;

Mengkoordinasikan, Mengendalikan, dan Membina pengembangan dan evaluasi
kurikulum di Bidang Pendidikan meliputi Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan
Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus;

Merencanakan, Mengkoordinasikan, dan Mengawasi Pemenuhan Standar
Nasional Sarana dan Prasarana Pendidikan, pendayagunaan bantuan sarana dan
prasarana pendidikan, penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah atas,
Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus;

Merencanakan, mengendalikan, dan membina guru dan tenaga kependidikan
sesuai dengan kewenangannya;

Merencanakan dan Mengkoordinasikan program mutu pendidikan meliputi:
penilaian hasil belajar, evaluasi pengelolaan satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan, evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan menengah atas,

pendidikan menengah kejuruan, pendidikan khusus, penjaminan mutu untuk
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memenuhi standar nasional, dan evaluasi dampak penjaminan mutu skala

Provinsi;

18. Menyelenggarakan penatausahaan Dinas meliputi Pendidikan Menengah atas,
Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus;

19. Menyelenggarakan pembinaan teknis bidang pendidikan lintas kabupaten/kota;

20. Menyelenggarakan pengembangan, koordinasi dan kemitraan pembangunan
bidang pendidikan pada Tingkat Nasional maupun Internasional;

21. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan manajemen administrasi
pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

22. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemberian penghargaan pendidik
dan Tenaga Kependidikan;

23. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan
pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah
menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan
khusus/layanan khusus, fasilitasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan
pendidikan masyarakat;

24. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pendidikan;

25. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

26. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

27. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan

administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan

keuangan dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris

mempunyai fungsi:
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4.
5.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:

1.

10.
11.

12.

13.

Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan

Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah

dinas;

. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga

terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
Mengkoordinasikan ~ dan  melaksanakan  penyusunan perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan

Dinas;

. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian;

. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan

penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau

yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;

Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan

dan penghapusan barang;
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C.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian

data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasij;

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas;

Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

20.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran

21.

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh Kepala Bidang

yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Mengkoordinasikan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah

atas. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah

Atas mempunyai fungsi:

1.

2.

3.

4.

5.

Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Atas;
Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Atas;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah
Atas;

Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Atas;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah sebagai

berikut:
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10.

1.

12.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Atas meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Atas meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Atas meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam
bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Atas berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan izin Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan
kebijakan standar operasional prosedur program dan kegiatan pada Bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
perencanaan dan pengendalian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan
penjaminan mutu pembinaan Sekolah Menengah Atas melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
perencanaan dan pengendalian bantuan pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan dan penjaminan mutu pembinaan Sekolah Menengah Atas dari
pemerintah pusat dan masyarakat;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan
penyusunanrencana pengendalian mutu pembelajaran dan penilaian pada
Sekolah Menengah Atas;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
rencana pengendalian mutu pembinaan kelembagaan dan pengembangan
sarana prasarana pada Sekolah Menengah Atas;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
rencana pengendalian mutu pembinaan peserta didik dan pembangunan
karakter pada Sekolah Menengah Atas;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
rencana pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar
kelembagaan, dan pengembangan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas;
Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
rencana pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar
pengembangan pembelajaran dan penilaian Sekolah Menengah Atas;
Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
rencana pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pembinaan
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan manajemen administrasi
pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pertimbangan teknis mutasi dalam
rangka penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan manajemen pengangkatan dan
penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan

evaluasi kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas meliputi
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kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter;

24. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

25. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

26. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Atasdan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

27. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

d. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh Kepala Bidang

yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Mengkoordinasikan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah

Kejuruan.Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah

Kejuruan mempunyai fungsi:

1.

2.

3.

4.
5.

Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah
Kejuruan;

Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai

berikut:

1.

2.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
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10.

1.

12.

13.

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk
penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan izin Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan
kewenangan pemerintah daerah provinsi;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan
standar operasional prosedur program dan kegiatan pada Bidang Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
perencanaan dan pengendalian pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan dan
penjaminan mutu pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan

perencanaan dan pengendalian bantuan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

dan penjaminan mutu pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dari pemerintah
pusat, masyarakat, dunia usaha/dunia industri;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
pengendalian mutu pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan;
Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
pengendalian mutu pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana dan
prasarana pada sekolah menengah kejuruan;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
pengendalian mutu pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada
sekolah menengah kejuruan;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
pelaksanaan  koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pembinaan
kelembagaan, dan pengembangan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pengembangan
pembelajaran dan penilaian Sekolah Menengah Kejuruan;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pembinaan peserta didik
dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan manajemen administrasi
pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pertimbangan teknis mutasi dalam rangka
penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan manajemen pengangkatan dan penempatan
pendidik dan tenaga kependidikan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi kurikulum
dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter;

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga

nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
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25. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

26. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

27. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Bahasa Dan Sastra

Daerah

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus, Bahasa dan Sastra

Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis

pengelolaan pendidikan khusus dan layanan khusus, Bahasa dan sastra daerah. Untuk
melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus, Bahasa

dan Sastra Daerah mempunyai tugas:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan
Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah;

2. Pelaksanaan kebijakan terknis Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan
Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan
Layan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah;

4. Pelaksanaan administrasi Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus,
Bahasa dan Sastra Daerah;

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas.

Adapun tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus,

Bahasa dan Sastra Daerah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan
Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan dan meemberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
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10.

11.

12.

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengeroksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Pendidikan
Khusus dan Layan Khusus meliputi kurikulum dan penilaian, kelembangaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;

Menyiapakan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan Bahasa dan Sastra
Daerah meliputi pengembangan dan pemetaan Bahasa dan sastra daerah dan
pengembangan bahan ajar Bahasa dan sastra daerah;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan Pendidikan
khusus/layanan khusus meliputi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Pembinaan Bahasa dan
sastra daerah meliputi pengembangan dan pemetaan Bahasa dan sastra daerah,
pendidikan dan pelatihan Bahasa dan sastra daerah dan pengembangan Bahasa ajar
Bahasa dan sastra daerah;

Mengkoordinasikan ~dan  melaksanakan  pembinaan teknis  pendidikan
khusus/layanan khusus meliputi kurikulumdan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bahasa dan sastra daerah
meliputi pengembangan dan pemetaan Bahasa dan sastra daerah, pendidikan dan
pelatihan Bahasa dan sastra daerah dan pengembangan bahan ajar Bahasa dan
sastra daerah;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk
penertiban pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Pembinaan Pendidikan
khusus/layanan khusus, Bahasa dan sastra daerah berdasarkan kewenangan

Pemerintah Daerah;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanakan izin Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa
dan sastra daerah berdasarkan kewenangan Pemerintahan Daerah;
Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksankan perumusan kebijakan
standar operasional program dan kegiatan pada Bidang Pembinaan Pendidikan
Khusus/Layanan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan penyusunan
perencanaan dan pengedalian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan
penjamin mutu pembinaan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, Bahasa Sastra
Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
perencanaan dan pengendalian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan
penjaminan mutu pembinaan pendidikan khusus/layanan khusus, Bahasa dan sastra
daerah dari Pemerintah Pusat dan Masyarakat;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
pengendalian mutu pembelajaran dan penilaian pada sekolah luar biasa;
Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksankan penyusunan rencana
pengendalian mutu pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana prasaran
pada pendidikan khusus dan layana khusus;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan penyusunan rencana
pengendalian mutu pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada
sekolah luar biasa;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
pelaksanakan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar kelembangaan dan
pengembangan sarana prasarana sekolah luar biasa;

Mengkoordinasikan, menyiapakn bahan dan melaksankan penyusunan rencana
pelaksanakan koordinasi pengawasan pemenuhan standar pengembangan
pembelajaran dan penilaiana sekolah louar biasa;

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
pelaksanaan koordinasi, pengawasan pemenuhan standar pembinaan peserta didik

dan pembangunan karakter sekolah luar biasa;
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f.

23. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauann, pengendalian dan evaluasi
kebijakan teknis pembinaan pendidikan khusus/layanan khusus meliputi lurikulum
dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter;

24. Mengkoordinasikan dan melaksankan pemantauan, pengendalian dan evaluasi
kebijakan teknis Bahasa dan sastra daerah meliputi pengembangan dan pemetaan
Bahasa dan sastra, pendidikan dan pelatihan Bahasa sastra daerah dan
pengembangan Bahasa ajar Bahasa dan sastra daerah;

25. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga
nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

26. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan;

27. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan
Khusus/Layanan Khusus, Bahasa dan Sastra Daerah dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

28. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Fasilitasi Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, dan Fasilitasi Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat
dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunya tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi dan  koordinasi
penyelenggaraan pendidik anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan
pendidikan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala
Bidang Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dan Fasilitasi Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, Dan Pendidikan Masyarakat

mempunyai fungsi:
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e.

Perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan koordinasi Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, Dan Pendidikan Masyarakat;
Pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan, fasilitasi dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan, fasilitasi dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat;

Pelaksanaan administrasi dalam rangka pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan, fasilitasi dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dan

Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, Dan

Pendidikan Masyarakat meliputi:

1.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidik Dan Kependidikan, Dan
Fasilitasi Pendidikan Serta Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan
Pendidikan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Pembinaan Pendidik Dan Kependidikan, Dan Fasilitasi Pendidikan Serta Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus/Layanan Khusus, meliputi pengembangan kualifikasi pendidikan, pendidikan
dan pelatihan, kegiatan pengembangan kompetensi lainnya, peningkatan kinerja,

kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan;
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10.

1.

12.

13.

Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan
koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan
Pendidikan Masyarakat meliputi fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus/Layanan Khusus, meliputi pengembagan kualifikasi pendidikan, pendidikan
dan pelatihan, kegiatan pengembangan kompetensi lainnya, peningkatan kinerja,
kesejatraan, penghargaan dan perlindungan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan
koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Tionggi meliputi fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Keluarga, fasilitasi Pendidikan Dasar, failitasi Pendidikan Tinggi dan Pendidikan
Masyarakat;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka pembinaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus/Layanan Khusus, meliputi pengembangan kualifikasi pendidikan, pendidikan
dan pelatihan, kegiatan pengembangan kompetensi lainnya, peningkatan kinerja,
kesejatraan, penghargaan dan perlindungan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka fasilitasi
dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat
dan Pendidikan tinggi meliputi fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Keluarga, fasilitasi Pendidikan Dasar, fasilitasi Pendidikan Masyarakat, dan fasilitasi
Pendidikan Tinggi

Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan serta
pengembangan di bidngan pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, dan
kemitraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data
dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan

Pendidikan Khusus/Layanan Khusus;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pengumpulan, pengolahan,
penyajian data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keluarga,
Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kualifikasi pendidik dan
tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan
Khusus, yang meliputi seleksi pendidik dan tenaga kependidikan calon peserta
tugas/izin belajar dan calon penerima beasiswa;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan
pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan Pendidikan
Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi analisis kebutuhan pendidikan dan pelatiha,
seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan, perencanaan pendidikan dan
pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, evaluasi pendidikan dan
pelatihan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan
kompetensi lainnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan
menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, mentoring, klinik, pertukaran pegawai dan jenis
kegiatan lainnya;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan peningkatan kinerja
bagi pendidikan dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan
Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi motivasi kerja, disiplin kerja,
budaya kerja dan pencapaian sasaran kinerja pegawaij

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan peningkatan
kesejatraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan
Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi tunjangan profesi, tambahan
penghasilan pegawai dan program peningkatan kesejatraan lainnya;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan pemberian
penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah
dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi satyalencana, penghargaan
bagi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi/berdedikasi serta program

penghargaan lainnya;
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21.

22.

23.

24.

25,

26.

27.

28.

29.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan perlindungan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan Pendidikan
Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi perlindungan hokum, perlindungan profesi,
keselematan dan kesejatraan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan pertimbangan teknis penataan dan
pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menegah dan
Pendidikan Khusus/Layanan Khusus, yang meliputi mutasi, pengangkatan dan
penempatan;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi penerapan
norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Keluarga, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan motivasi warga
belajar, pendidik, dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Keluarga, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan apresiasi layanan
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan
Masyarakat melalui kegiatan lomba;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan
kelembangaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keluarga dan satuan
pendidikan nonformal;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan
kegiatan Pembinaan Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus dan Fasilitasi Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan
Masyarakat;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan serta
pengembangan kurikulum, kerangka dasar, dan struktur kurikulum, dan penilaian
hasil belajar, serta pembinaan peserta didik pendidikan dasar;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan mutu
sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan Pendidikan
Anak Usia Dini;
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembiyaan
manajemen sekolah, pengawasan standar nasional dan menjamin mutu pendidikan
dasar.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan motivasi warga
belajar, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi dan pendidikan
masyarakat;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan
pendidikan perempuan dan Pengarus Utamaan Gender (PUG);

Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan ujian bagi pendidikan
dasar, pendidikan tinggi dan pendidikan masyarakat;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantuan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis dalam rangka Menengah dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus dan fasilitasi
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan
Masyarakat;

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga
nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

37. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan

38.

Tenaga Kependidikan, dan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumasan kebijakan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

. UPT Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

UPT Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, dipimpin oleh

Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Susunan

organisasi UPT, terdiri dari:

a.

Kepala UPT;
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Subbagian Tata Usaha;

Seksi Pelayanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan;
Seksi Pelayanan Bahasa Dan Sastra Daerah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

pelayanan teknis operasional teknologi informasi dan komunikasi pendidikan serta

layanan pendidikan bahasa dan sastra daerah. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

a.

Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi
pendidikan serta layanan pendidikan bahasa dan sastra daerah;

Pelaksanaan teknis pelayanan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan serta
layanan pendidikan bahasa dan sastra daerah;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan teknologi informasi
dan komunikasi pendidikan serta layanan pendidikan bahasa dan sastra daerah;
Pelaksanaan administrasi upt; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan

fungsinya.

Ada pun uraian tugas Kepala UPT meliputi:

1.

2.

3.

Menyusun rencana kegiatan upt sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan upt
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan upt;

Melaksanakan teknis pelayanan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan

serta layanan pendidikan bahasa dan sastra daerah;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Melaksanakan pelayanan dalam bentuk analisis kebutuhan, penyusunan model,
pengembangan model, dan uji coba pengembangan model pembelajaran berbasis
teknologi dan pusat sumber belajar;
Melaksanakan pelayanan dokumentasi secara elektronik dan publikasi kegiatan
pendidikan;
Melaksanakan pelayanan pendayagunaan perangkat dan teknologi informasi dan
komunikasi untuk pendidikan;
Melaksanakan pelayanan pemetaan bahasa dan sastra daerah;
Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi upt;
Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala upt dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas

membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis

dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan

dalam lingkungan UPT. Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha meliputi:

a.

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga
terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
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Mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
Menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan
tatalaksana;

Mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
Mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;

Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Seksi Pelayanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan dipimpin oleh

Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan

teknis operasional pemanfaatan perangkat jaringan teknologi informasi dan komunikasi

media sumber belajar.Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Teknologi Informasi Dan

Komunikasi Pendidikan meliputi:

a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Pendidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Seksi Pelayanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah

dinas;
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Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Menyiapkan bahan dan melakukan teknis pelaksanaan pelayanan teknologi
informasi dan komunikasi pendidikan;

Melakukan teknis pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Pendidikan;
Melakukan layanan teknis pelayanan teknologi informasi dan komunikasi
Pendidikan;

Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Teknologi
Informasi Dan Komunikasi Pendidikan dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

h. Cabang Dinas Pendidikan

Disamping pembentukan struktur organisasi seperti pada Peraturan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor 71 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat pula

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang

Dinas Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan struktur

sebagai berikut :

Susunan organisasi Cabang Dinas terdiri dari:

1.

2.

3.

Kepala Cabang Dinas;

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Fasilitasi Pendidikan Dasar, Pendidikan
Masyarakat dan Pendidikan Tinggi;

Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Dan

Pendidikan Layanan Khusus; dan
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5.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu tugas Kepala Dinas dalam

melaksanakan sebagai urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi

kewenangan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Cabang Dinas mempunyai fungsi:

1.

4.

Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup
bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari
Gubernur;

Melakukan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan
kewenangan dari Gubernur;

Melakukan koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang

tugas dan wilayah kerjanya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Ada pun uraian tugas Kepala Cabang Dinas, yaitu:

1.

Menyusun rencana kegiatan Cabang Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Cabang Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Mmenyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan program,
keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan Cabang Dinas
berdasarkan wilayah kerja;

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan
lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan kewenangan
dari Gubernur;

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan

pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
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10.

11.

12.

13.

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang
tugas dan wilayah kerjanya;

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga
nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas;

Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Cabang Dinas dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas

membantu Kepala Cabang Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan

teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan

keuangan dalam lingkungan Cabang Dinas. Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

meliputi:

1.

10.

1.

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;

Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Cabang Dinas
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program Cabang Dinas;
Mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;

Mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
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12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
Mengkoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan
tatalaksana;

Mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
Mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan Jabatan

Fungsional pada Cabang Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan

formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan fungsional yang terbentuk pada Dinas Pendidikan bertujuan untuk

pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS agar berdayaguna dan

berhasilguna dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

khususnya di bidang pendidikan yang didasarkan atas sistem karier dan sistem

prestasi kerja. Berikut di jelaskan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan

fungsional pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.

Pengawas Sekolah

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan

pendidikan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
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Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan Angka kreditnya dijelaskan bahwa; Pengawas Sekolah
adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan
wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah sesuai Permendiknas 12 Tahun
2009 dan Buku Kerja Pengawas Sekolah adalah melakukan penilaian dan
pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik

maupun supervisi manajerial

Arsiparis

Arsiparis, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan  kegiatan  kearsipan  sebagaimana  Keputusan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/Kep/M/PAN/2002 tentang jabatan
fungsional arsiparis dan angka kreditnya.

Kemudian berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang
penyelenggaraan kearsipan daerah provinsi, tugas pokok dan fungsi Arsiparis
adalah: (a) perumusan kebijakan teknis dibidang Kearsipan dan Perpustakaan;
(b)pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang
kearsipan dan perpustakaan; (c)pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang
kearsipan dan perpustakaan; (d)pelaksanaan pelayanan teknis administratif
ketatausahaan; dan (e)pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

3. Pustakawan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
132/Kep/M.Pan/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka
kreditnya diuraikan bahwa, pejabat fungsional Pustakawan yang selanjutnya
disebut Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
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2.1.2

melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan,
dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Dalam Keputusan Menpan tersebut di atas Pustakawan dibagi dalam 2
kelompok yaitu Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli
yang masing-masing mempunyai tugas: (a) tugas pokok pejabat fungsional
Pustakawan tingkat terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan
koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan,
dokumentasi dan informasi. Sedangkan (b) tugas pokok Pustakawan tingkat
ahli  meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan
pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan
informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan

informasi.

Pendidik / Guru

Pendidik/guru yang dimaksud pada Renstra ini adalah pendidik/guru
yang bertugas pada Satuan Pendidikan Menengah Umum, Satuan Pendidikan
Menengah Kejuruan dan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina. Dalam
Peraturan Pemerintah (PP) 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dijelaskan pengertian tentang
Guru yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.

Dari uraian di atas maka beban kerja seorang pendidik/guru menurut
Peraturan Pemerintah (PP) 19 Tahun 2017 tertuang pada pasal 52 adalah: (a)
merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; (b) melaksanakan
pembelajaran atau pembimbingan; (c¢) menilai hasil pembelajaran atau
pembimbingan; (d) membimbing dan melatih peserta didik; dan (e)

melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok.

Struktur Organisasi
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Dari uraian tugas pokok dan fungsi diatas, pada Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan terdapat 1 pejabat struktural setingkat eselon Il/a (Kepala Dinas)
dan 5 pejabat struktural setingkat eselon Ill/a (1 orang Sekretaris Dinas dan 4 orang
Kepala Bidang), 13 pejabat struktural setingkat eselon Ill/b (1 orang Kepala UPT-
PTIK dan 12 orang Kepala Cabang Dinas). Untuk UPT-PTIK terdiri atas 1 orang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 20 orang Kepala Seksi dan Cabang Dinas
masing-masing 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 2 orang Kepala Seksi
sebagai pejabat struktural setingkat [V/a, dengan struktur organisasi sebagai

berikut:

Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2018

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Sumber
daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan

aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan. Untuk melaksanakan tugas pokok
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dan fungsi organisasi, OPD ini memiliki sumberdaya antara lain sumberdaya manusia
(pegawai) dan aset / modal.
1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)
Sampai akhir Desember 2020, pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan berjumlah 496 orang terdiri dari Laki-Laki 307 orang dan
Perempuan 189 Orang. Dari jumlah tersebut terdapat Pejabat Struktural Eselon
Il.a, Eselon lll.a, Eselon lll.b dan Eselon IV.a yang berjumlah 51 orang dan Tenaga
Fungsional Umum/Staf sebanyak 236 orang. Khusus untuk Tenaga Fungsional
berasal dari Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, Arsiparis, Pustakawan dan
Pendidik (Guru) yang bertugas di Satuan Pendidikan SMAN, SMKN dan SLBN,

seperti pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.2
Sumberdaya Manusia (Pegawai) Berdasarkan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

1 SD 0 Orang

2 | SMP Sederajat 0 Orang

3 SMA Sederajat 24 Orang

4 | Sarjana Muda 10rang

5 |Sa 189 Orang

6 |S.2 117 Orang

7 |S3 14 Orang

Jumlah 345 Orang
Tabel 2.3
Sumberdaya Manusia (Pegawai) Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan
Pelaksana
(No |  Jabatan [ Jumlah ]

A | STRUKTURAL

1 Kepala Dinas 10rang

2 | Sekretaris 10rang

3 | Kepala Bidang 4 Orang

4 | Kepala UPT 10rang

5 | Kepala Cabang Dinas 12 Orang

6 | Kepala Subag 3 Orang

7 | Kepala Seksi 26 Orang

8 | Kepala Tata Usaha 13 Orang




B | FUNGSIONAL
1 Arsiparis 9 Orang
2 | Pustakawan 6 Orang
3 Pendidik 25.545 Orang
C PELAKSANA/STAF 223 Orang
D | TENAGA KEPENDIDIKAN
1 Kepala Sekolah/Kepala UPT Satuan Pendidikan
a. SMAN 335 Orang
b. SMKN 169 Orang
c. SLBN 23 Orang
d. Kepala Tata usaha Satuan Pendidikan 527 Orang
2 Pengawas
SMA,SMK,SLB 167 Orang
Jumlah 27.130 Orang

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

2.2.2 Aset [ Modal

Aset/modal merupakan salah satu sumberdaya yang penting dan utama

dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Aset/modal yang

dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berupa aset/modal tidak

bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta aset/modal yang bergerak dalam

bentuk kendaraan dan peralatan kantor. Keadaan per 30 Juni 2020, aset/modal

yang dimiliki bernilai Rp. 871,844,412,955.54 seperti ditunjukan pada tabel 2.2

berikut ini.

Tabel 2.4
Aset /| Modal

o1 TANAH 25,479,348,500.00
01 | a. Tanah 25,479,348,500.00
02 PERALATAN DAN MESIN 435,866,065,028.00

02 |a. Alat-alat Besar

03 |b. Alat-alat Angkutan

13,346,750,000.00

04 | c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

3,509,375,000.00

05 |d. Alat-alat Pertanian/Peternakan

06 | e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

156,049,808,083.00

o7 |f. Alat-alat Studio dan Komunikasi

5,630,283,000.00
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08 |g. Alat-alat Kedokteran 3,000,000,00
09 | h. Alat-alat Laboratorium 257,162,528,990.00
10 |i. Alat-alat Keamanan 164,320,000.00
03 GEDUNG DAN BANGUNAN
11 | a. Bangunan Gedung 371,959,109,430.54
12 | b. Bangunan Monumen
04 JALAN. IRIGASI DAN JARINGAN 371,959,109,430.54
13 | a. Jalan dan Jembatan 199,375,000.00
14 | b. Bangunan Air/Irigasi 9,714,228,334.00
15 | c. Instalasi 11,040,553,963.00
16 | d. Jaringan 8,714,228,334.00
05 ASET TETAP LAINNYA 6,522,165,700.00
17 | a. Buku Perpustakaan 6,351,603,700.00
18 | b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 123,958,000.00
19 | ¢. Hewan Ternak dan Tumbuhan 46,604,000.00
d. Aset Tetap Renovasi
06 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 1,282,000,000.00
a. Konstruksi Dalam Pengerjaan 1,282,000,000.00
07 ASET LAINNYA 973,774,000.00
22 | Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya
23 | Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain
24 | Aset Tidak Berwujud 973,774,000.00
Jumlah 871,844,412,955.54

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Perangkat Daerah yang
berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah. Menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan
kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD,
merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah ini untuk mencapai berbagai tujuan
dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan
akuntabilitas organisasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi
Selatan periode sebelumnya (2013-2018), dirumuskan strategi dasar pembangunan
bidang pendidikan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan

perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta
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pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas
dan profesionalisme. Rumusan Kebijakan tersebut, dilengkapi dengan pengukuran

[ penilaian yang sistimatik dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dalam periode 2013 — 2018 disajikan dalam

tabel T-C.23 di bawah ini :
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TABEL T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

TARGET REMSTRA SKPD TAHLUMN KE -

REALISAS] CAPALAN TAHLUMN KE -

RASIO CAPALAMN PADA TAHLUMN KE -

(P N} INDIEATOR KERLA SESUAT TLIPOHKS] SATUAM ]| TARGET
| I I I W I I I I W I I i) s W
] = E] = = = = o FTe 5 5 e 3 1 S 57 FES 55
AL | Layanan Urusan Wajib
1) Pendidikan Dasar
=. Angks Partisipasi Sekolah
- S/ AFPE = 97 .63 9F. 75 98.75 ==Y o99.5 92 25 oE.21 9275 o9 D3 2| 100.649 | 10.57F | 1000 | 100,00 o249
- SEMP/MT= AFE = FTO.25 84 5 285.42 92.21 95 27 .46 22 44 Sz 83 93.58| 124 45| 103.50| 100.0Z | 100,02 S2.51
b. Ratic Guru J Murid
- S/ ML S5s Ratio 1:1= 1:13 1:12 1:11 1:11 1= 1:1= -1z 12 = L0300 | 100000 | LoD 00D 21.67 FE.57
- SPMP/ TS S5s Ratio 1:25 1:25 122 1:22 .20 25 A:13 e = tlZ A0 0| 172.57| 157.14| 157.14| 166.67
c. Ratic Murid/Kelas Rata-rata
- ST Ratic 1:26 1:25 1:25 1:23 123 26 1:29 2T 21 20 p e e 86.21 S6.21| 112 29| 120.00
- SPMP/ TS Ratic 1:32 A1:30 A3 1:30 A:3D 32 1:29 33 23 28 13D D] 103 .45 091 | 130.43 | 107.143
Z|Pendidikan Meneng=ah
=2. Angks Partisipasi Sekolah
- EPAS A SS K APE =& 2.1 B2.25 5=.1 53,01 53 25 6225 T1.653 F1.7 F1l.2 21.75]| 100,24 ] 115028 11263 112,17 | 127.243
b. Ratic Guru J Murid
- SRAAS A SS R S e Ratio 122 1:27 1:25 1:25 1:25 2B 1:1= i1z s 16 10| 207 .69 2023 173.6 156.2
c. Anska Melek Huruf
-AMH Penduduk Usia =15 Tahun ARAH = 0. 13 S0.431 92.57 92. 78 95 L=l a ] 91. 78 93 .01 = 1= o9 61 o9 84| 101.52| 130D. 48| 100.20 o9 59
2] Angks Putus Sekolah
- APSt S0/ ML Apst = i1.1= 1.05 1.05 a a 1.1=2 1.05 1.0 u i 1] 105.36 | 10000 | 10096 | 100D O30 | 10000
- APSE SMP/MTS Apst = 1.07 1.05 1.0= 1.01 0.7 1.05 1.3 1.0= 1.01 0.9 101 .90 100,96 | 10000 | 10000 FT.TE
- APST SRS MASSREK Apst = 1.z 1.35 1.z2= 1.2 a i1.18 1.1 1.1 i1.12 1) 107 .63 122 73| 10Z2.52| 101.68 | 100.00
A4l Angks Kelulusan
- S/ ML AL & A0 p e A1 p Kaa) u e 1o A0 Ao - - Ao 1D A0 - -
- SPMP/ TS AL & o99.85 oD o =o9.95 =o9.97 u e =o2.87 o6, D Ao o2 91 A1 Ao | 7. 037 Ao, 1 oD o9 p e
- ShAAS A AL 25 S9.1 99.25 99 27 99 3 99 .35 o9 4.5 6. 568 Ao 99 91 g9 95] 10:0.38 S7. 41| 150, 72] 100,61 | 100580
- SMK AL 25 o9 .95 =59 .98 1D A1 A o9 91 o6.63 Ao 130 1D o9 .96 SE6.65| 100.00)| 100,00 | 100,00
Sl Anska Melanjutkan
- AM SDMI ke SIAP MT= A e 98.5 28.75 = 5. e e 98 25 o5.36 I O - - 92 75| 100.11 | 100,08 |- -
- AM SPMP/MTE ke SWASWASSIEK A SE 95.25 95.35 =y 7.5 =R 96. 08 96.25 = = 93 65 922.15] 100.87 | 100.99 T D3 97 08| 10:0.15
Bl Suru v memeaenuhi Kualifikasi
a. 51,04 untuk SO =& =27 =9 = a4z a5 =27 421.12 21.2= 20.15 9=2.45] 100.00| 105.43| 192 12| 186.40| 207.67
b. 51,043 untuk SMMP = F2.5 F2o F3.6 752 75.5 F2.5 T4 25 =T = 0. D2 97 . 46| 100.00| 101.85| 128282 120.74| 129.09
c. 21,04 untuk SHA = 729 75 .2 F7.45 =N =Y ¥ 25 3.9 F2.595 = 91.2 o2 &) 100.00| 105. 70| 127.822| 115 .23 | 124 .42
B. | Indikator lain yg ditetapkan OPFD
A Milai Rata-rata Ujian Masional
a. SO /MI Mil=ai ratal 7.5 7.52 7.54 7.56 7.582 2.0 7.1 7.1=2 F.z2= - 107 .20 =R 94 56 95 .63 -
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. ShAAS RS Milai ratalZ 7.52 7.55 7.57 7.6 ot =] 7F.03 6.6 5.55 4. 87 4.3 93 .48 87.42 T=2.3Z2 54 .08 5&6.43
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2.3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pembiayaan untuk pembangunan pendidikan melalui Satuan Kerja Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan disusun dan dilaksanakan berdasarkan
ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku serta memperhatikan
kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

serta Kementerian yang terkait dengan pendidikan.

Dalam kurun waktu 2018-2023, pembiayaan untuk pembangunan
pendidikan ini dilaksanakan dengan fungsi (1) memperjelas pemihakan terhadap
masyarakat miskin dan/atau masyarakat kurang beruntung, (2) memperkuat
otonomi pendidikan di satuan pendidikan dengan pemberian bantuan subsidi /
insentif untuk meningkatan layanan ketersediaan, keterjangkuan dan mutu
pendidikan serta (3) pemberdayaan untuk peningkataan pengelolaan manajemen
pendidikan. Selama periode waktu 2013 - 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan menerima dan mengelola anggaran sebesar Rp5.588.520.163.560,- yang
bersumber dari APBD Provinsi.

Dari jumlah dana tersebut diatas pada akhir Desember 2018, telah
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan malalui berbagai laporan kinerja sebesar
Rp 5.469.280.215.311,- atau 97,87%. Skenario penerimaan pengeluaran anggaran

periode 2013 — 2018, terurai dalam tabel T-C. 24 di bawah ini:



L4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN
RASIO ANTARA REALISASI
RATA-RATA
URAIAN PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISAS! ANGGARAN PADATAHUN KE-
NO DAN ANGGARANTAHUNKE- | PERTUMBUHAN
PENDANAAN
04 015 06 0 2018 04 015 206 7 018 | 2014|2015| 2016| 2017 | 2018 | ANGGARAN | REALISASI
1 2 4 § b 1 i 10 il 1 1 u 0| B9 0 2 2
PEMBELANJAAN
APBD PROVINSI
1.1 BELANJATIDAK LANGSUNG | 60,277,016,334| 63,390,710,771 67476,724,330.69| 1, 813,743,207, 615) 1,856,692, 298, 330 58,985,571,568| 63,175,430,697) 66,678 987,474,001, 852,701,309, 602 1,862,701, 309,602) 9785|2967 98.82 10270 %31 136,78 | 10705
1.2, BELANIA LANGSUNG 3,248,578,800) 34,261,464, 251 107,692,049, 457.71) 713,374,062, 946) 684, 762,854,570 94, 905,068,562) BLIT0,38L149) BAAT0059.105) 644152163012 80110824, 056)%6.03%6.57 7844 50.00|%% 623 | BLTY
JUMLAH 139,125,995, 134/ 147,652,075,022)  175,168,773,391, 2,527, 118,086,561 2,579,435, 152,852) 153,314,640,610 144,550,031, 84p| 151,149,945, 583/2,500,853,472,614) 2,512, 812,123,658, 96.73( 7 90, 86.28) 99.20/97.42
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.4.1 Tantangan
Berbagai kajian dan analisis terhadap berbagai permasalahan dalam
pembangunan pendidikan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk
melakukan pembenahan melalui perencanaan dengan pendekatan partisipatif
dan bottom up dengan tetap memperhatikan pendekatan politik dan pendekatan

teknokratis.

Dalam komparasi sasaran [ indikator Renstra Dinas Pendidikan Provinsi
Selatan, secara umum pencapaiannya masih dibawah sasaran / indikator Renstra
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dibawah rata-rata nasional,
walaupun beberapa indikator menunjukan capaian diatas rata-rata nasional (lihat
Tabel L.I pada lampiran). Namun demikian, capaian sasaran/indikator renstra
masih diatas capaian sasaran/indikator terhadap 21 Kabupaten di Sulawesi
Selatan, tetapi masih dibawah capaian sasaran [ indikator dari 3 Kota yaitu
(Makassar, Pare-Pare dan Palopo). Kesemuanya ini perlu upaya untuk mencapai
sasaran / indikator yang maksimal minimal menyamai capaian sasaran / indikator

rata — rata nasional

Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal
menyangkut kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik yang terjadi
saat ini. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi
pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain
adalah jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Sulawesi Selatan dalam
posisi yang makin penting dalam percaturan global. Dampak dari pertumbuhan
ini pada seluruh kehidupan manusia, mulai dari masalah kelangsungan hidup,
pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan, menuntut untuk
memberikan layanan yang memadai sebagaimana amanat undang - undang

terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.
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Faktor lain adalah masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk
kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan
wilayah tertinggal, yang kesemuanya mempengaruhi pembangunan pendidikan
terutama basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang
murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak
terbarukan. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang
terampil dan memadai dengan memiliki hard skills yang seimbang dengan soft
skills. Begitu pula Kondisi teknologi yang terutama kesenjangan literasi TIK antar
wilayah menuntut kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam

rangka menghadapi tuntutan global;

Kondisi politik, terutama yang ketidakselarasan peraturan perundangan
yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, masing-masing pemerintah
(pusat dan daerah) dengan kewenangan masing-masing membuat aturan,
kebijakan dan program yang tidak terkoordinasi sehingga dampaknya program
pembangunan pendidikan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menjadi tantangan bagi
dunia pendidikan untuk mempercepat regulasi atau penerbitan turunan peraturan
| perundangan agar terwujud kesamaan gerak dan langkah dalam

pengembangan layanan pendidikan

Dari uraian di atas, maka tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun
waktu lima tahun mendatang adalah:

a. Memenuhi komitmen global terhadap rumusan MDGs, EFA dan EfSD untuk
memenuhi hak anak yakni mendapatkan pendidikan secara adil utamanya
menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar minimal tamat. Oleh
karena itu perlu mencapai sasaran / indikator secara maksimal seperti yang
ditetapkan dalam komitmen tersebut

b. Menjamin keberpihakan pada masyarakat miskin untuk memperoleh dan
meningkatkan pendidikan yang bermutu sepanjang hayat pada semua jenis,
jenjang dan satuan pendidikan sebagai bagian dari hak dasar masyarakat

terhadap pendidikan
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Menghasilkan SDM yang kreatif melalui pembelajaran yang bermakna yaitu
keseimbangan hard skills dan soft skills disertai dukungan sarana informasi
telekomunikasi dengan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan terutama pada jalur
pendidikan kejuruan |/ vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional
yang dapat menunjang penciptaan ekonomi kreatif

Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan stakeholder pendidikan untuk
mencapai gerak dan langkah yang sama membangun program prioritas
pendidikan yang sinergi dengan tuntutan zaman.

Memberikan pemahaman yang holistik mengenai urgensi pendidikan kepada
masyarakat di daerah tertinggal dengan menggunakan pendekatan

antropologi sosial melalui basis budaya dan kearifan lokal

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a.

Undang - Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ditegaskan bahwa pembangunan
ekonomi diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis
pengetahuan (knowledge based economy). Ini menunjukan bahwa
pendidikan diharapkan meraih keunggulan dalam persaingan. Ketersediaan
sumber daya manusia bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan
kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut
daya saing tinggi. Kuncinya adalah pengembangan Knowledge Based
Economy (KBE) yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas. Oleh
karena itu Education for the Knowledge Economy (EKE) mutlak dibutuhkan
diberbagai lembaga pendidikan, dimana lembaga pendidikan tersebut akan
berfungsi sebagai dasar pengembangan produk - produk, juga sebagai
pusat penelitian riset unggulan yang mendukung KBE

Prestasi peserta didik di Sulawesi Selatan tidak kalah bersaing dengan
peserta didik di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, turut mengharumkan dan
membanggakan Sulawesi Selatan dengan memperoleh medali (emas, perak,

dan perunggu), patut mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan
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mengingat banyaknya tawaran beasiswa baik dari negara maju maupun dari
lembaga perguruan tinggi (dalam dan luar negeri) untuk melanjutkan
pendidikan

Integrasi ekonomi antar wilayah Sulawesi, dimana Sulawesi Selatan berposisi
sangat strategis dalam akselerasi perekonomian koridor Sulawesi, sebagai
basis dan bagian dari rantai nilai yang terbentuk, sekaligus menjadi hub
Kawasan Timur Indonesia dan internasional, perlu diakselerasi dengan
dukungan infrastruktur dalam memperkuat konektivitas nasional yang
terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated,
globally connected). Oleh karena itu Lembaga Pendidikan dan Lembaga
Litbang Pendidikan dituntut lebih berperan aktif dalam meningkatkan
kapasitas SDM dan Iptek guna mempercepat proses inovasi teknologi di
wilayah Sulawesi Selatan, sebagai tuntutan dari pasal 20 ayat (2) dan (3)
Undang — Undang No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Desentralisasi pendidikan yang dicetuskan sejak perberlakuan Undang -
Undang No: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah, menjadi
keharusan untuk dilaksanakan. Tiga urgensi dalam desentralisasi pendidikan
yaitu (1) pembangunan masyarakat demokrasi (2) pengembangan social
capital dan (3) peningkatan daya saing bangsa, cukup dijadikan alasan
mengapa desentralisasi pendidikan perlu dilakukan. Oleh karena itu
pemerintah daerah harus menumbuhkan komitmen peningkatan
pemberdayaan dengan pendekatan School Based Management (Manajamen
Berbasis Sekolah) dengan melibatkan pemangku kepentingan melalui tugas

dan fungsi masing — masing.
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3.1

BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah

Bab ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan uraian pada
Bab IV pada Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 tentang Permasalahan dan Isu Strategis Daerah menunjukkan fakta
bahwa masih adanya permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan
dalam lima tahun kedepan. Permasalahan Pembangunan Daerah ini diklasifikasi
dalam dua level permasalahan yaitu permasalahan pada level makro (untuk
penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah) dan permasalahan pada
level mikro (untuk penentuan program prioritas daerah menurut urusan
pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang).

Permasalahan pada level makro yang terkait dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan bidang pendidikan antara
lain adalah:

a. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM Sulawesi Selatan selama periode 5 tahun terakhir
memperlihatkan trend peningkatan. Data tahun 2019 IPM Sulawesi Selatan sebesar
71,66, lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional sebesar 71,92. Capaian IPM
Sulawesi Selatan ini secara relatif berada di urutan 14 dari 34 Provinsi di Indonesia,
lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi dengan tingkat kemajuan
pembangunan yang setara dengan Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh
sejumlah faktor komposit IPM yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan
indeks ekonomi yang disetarakan dengan indeks daya beli (PPP). Penyebab dari
rendahnya IPM Sulawesi Selatan pada aspek pendidikan adalah masih rendahnya
Rata-rata Lama Sekolah yaitu hanya 8,26 tahun yang berarti lamanya sekolah
penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Selatan hanya sampai kelas VIII (kelas 2
SMP). Beberapa hal yang menjadi akar masalah dari rendahnya Rata-rata Lama
Sekolah di Sulawesi Selatan ini antara lain masih rendahnya pemerataan akses
layanan pendidikan dan masih rendahnya Angka Partisipasi Murni dalam
pendidikan pada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya usia 16-18 tahun.

b. Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja Instansi
Pemerintah Daerah dan tingkat kepuasan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan melakukan standarisasi dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi.
Berdasarkan data Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 pencapaiannya “B”.
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Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini secara substansi
belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Selain itu organisasi
perangkat daerah belum sepenuhnya berbasis kinerja. Pencapaian Indeks

Reformasi Birokrasi Provinsi masih lebih rendah dibanding dengan provinsi besar

terutama di Pulau Jawa yang memiliki kinerja instansi pemerintah yang lebih baik.

Adapun permalasahan pembangunan pada tata kelola pemerintahan yaitu:

1) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dimana pada tahun 2019
nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan hanya bernilai B. Hal ini disebabkan karena
hal-hal berikut: a) penyusunan indikator tujuan dan sasaran pada Renstra
Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome dan belum
sepenuhnya mengacu pada sasaran RPJMD; b) cascading kinerja antara sasaran
dengan program/kegiatan belum menggambarkan hubungan kausalitas secara
optimal; c) kualitas laporan kinerja di tingkat pemerintah daerah dan OPD
belum optimal; dan d) masih lemahnya evaluasi AKIP perangkat daerah.

2) Masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pengukuran

kepuasan terhadap pelayanan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi
kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan
yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat..
Sebagai gambaran hasil capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 3,49 dengan kategori nilai “B-
“. Kemudian hasil nilai pengukuran IPP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
pada tahun 2019 sebesar 4,0, mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan ,
sehingga indeks IPP masih pada kategori nilai “B”. Hal ini disebabkan oleh belum
optimalnya pelaksanaan 6 (enam) aspek penilaian pelayanan publik yang
meliputi: a) kebijakan pelayanan; b) profesionalisme SDM; ¢) sarana prasarana;
d) sistem informasi pelayanan publik; e) konsultasi; dan f) dan pengaduan serta
inovasi.
Capaian tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan
beberapa indikator atau kriteria penilaian seperti Indeks Reformasi Birokrasi,
SAKIP, dan Indeks Pelayanan Publik yang belum maksimal turut disumbangkan
oleh perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan. Karena itu dalam upaya
mengatasi permasalahan pembangunan tata kelola pemerintahan, Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan harus turut berperan dan melakukan
berbagai upaya agar capaian tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan
semakin meningkat dan bahkan terbaik di Indonesia.

Permasalahan pada level mikro yang terkait dengan penentuan program
prioritas daerah menurut urusan pemerintahan, khususnya urusan pemerintahan
wajib pelayanan dasar pendidikan adalah sebagai berikut:

. Angka Partisipasi Murni (APM)=67,23 masih rendah

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk

menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Pengukuran APM
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menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu
dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing
jenjang pendidikan. Sampai tahun 2019, capaian APM Sekolah Menengah di
Sulawesi Selatan masih sebesar 67,23 persen. Capaian APM Sekolah Menengah ini
masih tergolong rendah karena target ideal yang harus dicapai adalah 100 persen
atau paling tidak mendekati 100 persen.

Capaian ideal APM yang harus 100 persen ini didasarkan pada alasan bahwa jika
APM 100 persen maka penduduk di suatu daerah bersekolah tepat waktu atau
bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di
jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Capaian APM yang 100 persen ini juga
menggambarkan bahwa suatu daerah berhasil memfasilitasi penduduk usia sekolah
memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya.

Penyebab capaian APM Sekolah Menengah di Sulawesi Selatan masih sebesar 67,23
persen antara lain

Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar
yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan
perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah
penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang
pendidikan.

Data diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 (APM) Sekolah menengah sudah
memenuhi target. Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan capaian
APM jenjang pendidikan menengah di Sulawesi Selatan adalah aksesibilitas sekolah
semakin terjangkau akibat diberlakukannya sistem zonasi yang mengurangi jarak
dan waktu tempuh ke sekolah. Selain itu beberapa faktor yang mendorong
pencapaian target ini antara lain Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan
penguatan penerapan regulasi wajib belajar.

. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 tahun
belum maksimal

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang
masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia
penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi
penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sampai tahun 2019
capaian APK Sekolah Menengah di Sulawesi Selatan sebesar 82,58 persen. Capaian
APK Sekolah Menengah ini masih belum maksimal karena capaian APK bisa lebih
dari 100 persen. Pentingnya capaian APK di Sulawesi Selatan ini harus lebih tinggi
dari apa yang dicapai sampai tahun 2019 ini karena APK memberikan informasi
mengenai tingkat serapan pendidikan dan partisipasi penduduk pada setiap jenjang
pendidikan meskipun penduduk dimaksud tidak bersekolah tepat waktu. Semakin
tinggi APK juga menunjukkan semakin tinggi pula akses penduduk terhadap
pendidikan.
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Semakin tinggi APK berarti semakin tinggi pula akses penduduk suatu daerah
terhadap pendidikan, serta semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut
dalam penyelenggaraan otonomi daerah

Penurunan capaian tahun 2018 dan 2019 disebabkan karena kenaikan target yang
cukup tinggi di tahun 2019. Pada tahun 2019 (APK) Siswa Sekolah Menengah belum
mencapai target, hal ini dapat disebabkan antara lain karena kondisi layanan
pendidikan antar wilayah belum berimbang, serta masih rendahnya pemahaman
masyarakat terhadap usia sekolah.

Kemudian Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk
kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang
jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah
yang bersesuaian. Sampai tahun 2019, APS usia 16-18 tahun di Sulawesi Selatan
sebesar 80,62 persen. Capaian ini masih belum maksimal dan harus ditingkatkan
sampai mencapai 100 persen karena dengan capaian 100 persen menunjukkan
seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah dan
memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Adapun faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya target yaitu masih
rendahnya tingkat kepatuhan terhadap usia masuk sekolah

Berbeda dengan APM yang jika capaiannya 100 persen menunjukkan penduduk di
suatu daerah bersekolah tepat waktu

Adapun faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya target yaitu masih
rendahnya tingkat kepatuhan terhadap usia masuk sekolah. Selengkapnya pada
tabel berikut.

¢. Partisipasi penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas
yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus belum optimal (SPM);

d. Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional;

e. Kurangnya penguatan sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan
waktu pelajaran agama;

f. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online;
g. Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah terpencil.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan

yang dihadapi pada periode 2018-2023, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, serta
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arahan dari visi RPJMN 2020-2024, maka Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
menetapkan Visi” Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, kompetitif, inklusif, dan
berkarakter”. Dalam rumusan tersebut terdapat dua pokok visi yakni (1)
Pemerintahan yang berorientasi Melayani, inovatif, dan berkarakter adalah
gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2020 yang menjadi acuan
sebagai Pemerintahan yang melayani, ramah dalam pelayanan kepada masyarakat,
menyederhanakan birokrasi untuk mengundang investasi, dan Pemerintahan yang
inovatif dan bekerja dengan orientasi hasil yang dapat dirasakan secara nyata oleh
masyarakat, dengan acuan bahwa pembangunan yang dilaksanakan berjalan sesuai
budaya dan nilai luhur Sulawesi Selatan; (2) Peningkatan Infrastruktur yang
berkualitas dan Aksesibel, adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada
Tahun 2020 yang terkoneksi dengan ekonomi nasional dan regional dengan
infrastruktur yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dari rumusan visi di atas maka Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
menetapkan misi sebagai berikut; (1) Pemerintahan yang berorientasi melayani,
inovatif, dan berkarakter, (2) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan
aksesibel, (3) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang
produktif, (4) Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif, (5) Peningkatan
produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih di
atas, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD (Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan) maka perlu meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan
stakeholder pendidikan melalui fasilitasi berupa perumusan kebijakan, pelayanan
dan pembinaan agar visi dan misi tersebut terwujud sebagaimana mestinya.
Sedangkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap visi, misi
dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD (Dinas Pendidikan) terhadap
Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter

Faktor

No Misi dan Program Permasalahan Penghambat Pendorong

1. | Misi: Mewujudkan
Pemerintahan yang
berorientasi melayani dan

inovatif

Program:

1. Program  Penunjang | Masih Wilayah yang Pemerintah
Urusan Pemerintahan | banyaknya anak | berada di sudah
Daerah Provinsi usia sekolah kawasan 3T, memberikan
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Misi : Mewujudkan

Kualitas Manusia yang

2. | kompetitif, inklusif, dan

berkarakter

Program:

1. Program
Pendidikan

2. Program
Pengembangan
Kurikulum

3. Program Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

4. Program Pengendalian
Perizinan Pendidikan

5. Program
Pengembangan Bahasa
dan Sastra

Pengelolaan

yang belum
berpartisipsi
dalam
pendidikan

Masih kurangnya
keterampilan
dan keahlian
lulusan sekolah
menengah,
khususnya
kejuruan dengan
kebutuhan dunia
kerja

Terdepan,
Terluar, dan
tertinggal

Kurangnya
fasilitas
penunjang,
tempat
praktek, dan
l[aboratorium
khususnya
bagi SMK yang
berada di
wilayah3 T

arahan bahwa
pembangunan
dimulai dari
daerah
pinggiran yang
tertera dalam
Sembilan
agenda
prioritas atau
Nawacita
Program
Pemerintah
dengan
penguatan
kapasitas dan
kualitas SMK
melalui
penyelarasan
kurikulum,
serta fasilitasi
praktek kerja
siswa di
industry serta
bantuan
fasilitas
penunjang
praktikum bagi
SMK

Demikianlah telaah atas visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2018-2023 Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renstra

Telaah Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan didasarkan pada

peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Visi Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan dalam naskah yang dimaksud adalah “Terbentuknya insan serta

ekosistem Pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan

gotong royong”. Dari visi tersebut dijelaskan ada 7 (tujuh) ekosistem pendidikan

yang akan diwujudkan, yaitu (1) Sekolah yang Kondusif, (2) Guru sebagai
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penyemangat, (3) Orang tua yang terlibat aktif, (4) Masyarakat yang sangat

peduli, (5) Industri yang berperan penting, (6) Organisasi Profesi yang

berkonstribusi besar, dan (7) Pemerintah yang berperan optimal.

Misi yang diturunkan untuk mencapai visi di atas, adalah sebagai berikut:

a.
b.

e

Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat;

Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan;

Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu;

Mewujudkan pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, serta pengembangan
bahasa;

Mewujudkan penguatan tata kelola serta Peningkatan efektivitas Birokrasi
dan Pelibatan Publik.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental.

Misi Renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang

mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu :

1.

Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan
berkepribadian;

Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan
local serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah
serta bakat dan potensi anak;

Menciptakan proses belajar mengajar yang nyaman dan menyenangkan untuk
menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;

Memberi kepercayaan besar kepada Kepala Sekolah dan Guru untuk
mengelola suasana dan proses belajar mengajar yang kondusif agar anak
nyaman belajar;

Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran
dan tumbuh kembang anak;

Membantu Kepala Sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga
sekolah.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari Pelayanan Dinas

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang berpengaruh dalam melaksanakan

layanan, ditinjau dari visi misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
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Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Terkait
Pencapaian Visi Misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Misi : 1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu
4. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektifitas

Birokrasi dan Pelibatan Publik

Faktor
Penghambat Pendorong
1. | Motivasi pendidik dan tenaga
kependidikan untuk
mengembangkan diri dan
meningkatkan profesionalitas Program  Pengembangan dan
belum optimal Pembinaan Profesionalisme
pendidik dan tenaga kependidikan
2. | Program peningkatan kualitas guru telah dilaksanakan dan
PNS maupun Non PNS belum diprioritaskan untuk
efektif meningkatkan mutu lulusan dikembangkan
satuan pendidikan SMA/SMK dan
PK-PLK
3. | Masih rendahnya APK dan APM di Pemetaan Masalah dan
beberapa wilayah di Sulawesi Pengembangan Program
Selatan Perluasan akses masyarakat
terhadap pendidikan menengah
dan pendidikan khusus telah
tersedia dan siap untuk
diimplementasikan
4. | Peningkatan Pemenuhan Standar Tersedianya alokasi anggaran yang
Pendidikan secara kualitas dan memadai
kuantitas dan Pemerataan Sarana
dan Prasarana Satuan Pendidikan
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3.4.

SMA/SMK belum Optimal

Telaah visi misi Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan seperti
dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015. Aspek-aspek penting terkait
kebijakan dan pengelolaan pendidikan seperti kurikulum, penetapan standar
pendidikan dan ujian nasional yang sering mengalami perubahan, berdampak pada
perencanaan program dan kegiatan yang telah dibuat dalam Renstra Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan memerlukan perubahan-perubahan dalam

pelaksanaannya.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029. Sementara telaah tentang Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan umum penataan ruang wilayah Provinsi adalah untuk menata ruang
wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul
transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, Iahan
pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran
sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis,
adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah nasional yang bermuara pada
proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Sulawesi Selatan secara
berkelanjutan.

Adapun tujuan khusus dari penataan ruang wilayah provinsi Sulawesi Selatan
yang bersesuian dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yaitu Meningkatkan
sinergitas, efektivitas, dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah
Kabupaten/Kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan daerah termasuk

pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya, dalam hal ini
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adalah pengembangan prasarana pendidikan khususnya di daerah pinggiran dan
pesisir.

Tujuan khusus lain dari penataan ruang wilayah yang bersesuaian dengan
tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu secara khusus
mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif,
lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya, serta lebih terlayani sistem
transportasi, informasi, dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan
secara terpadu dan berkelanjutan; Dalam hal ini pelayanan pada informasi di bidang
pendidikan.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan telaah kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS), berkenaan dengan konsepsi tentang pembangunan
berkelanjutan. Terungkap dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, bahwa : KLHS sangat penting karena menjadi dasar
dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan, atau program. Apabila
prinsip-prinsip  Pembangunan  Berkelanjutan telah dipertimbangkan  dan
diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan
kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, rencana, dan/atau program
terhadap lingkungan dapat dihindari. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan
perumusan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan pelaporan kebijakan di bidang
pendidikan memiliki peran yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan
terhadap lingkungan dan komitmen menjaga lingkungan demi keberlangsungan
hidup dan keberlanjutan pembangunan. Muatan pendidikan lingkungan dapat
diintegrasikan dalam kurikulum inti, muatan lokal ataupun ekstrakurikuler.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas
Pendidikan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi
RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut:

Perkembangan IPM Sulawesi Selatan selama periode 5 tahun terakhir
memperlihatkan trend peningkatan. Data tahun 2019 IPM Sulawesi Selatan sebesar
71,66, lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional sebesar 71,92. Capaian IPM
Sulawesi Selatan ini secara relatif berada di urutan 14 dari 34 Provinsi di Indonesia,
lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi dengan tingkat kemajuan

pembangunan yang setara dengan Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah
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faktor komposit IPM yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks ekonomi
yang disetarakan dengan indeks daya beli (PPP). Penyebab dari rendanya IPM
Sulawesei Selatan adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah yaitu hanya 8,26
tahun, lamanya sekolah hanya sampai kelas VIII (kelas 2 SMP). Beberapa hal yang
menjadi akar masalaha dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan
yaitu masih rendahnya pemeratan akses layanan Pendidikan dan masih rendahnya
angka partisipasi murni mayarakat provinsi Sulawesi Selatan.

Pendidikan a. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) b. Masih
rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun. c. Belum optimalnya penduduk
usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam
pendidikan Khusus (SPM) d. Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan
vokasional e. Kurangnya penguatan sekolah yang menerapkan kurikulum lokal
penambahan waktu pelajaran agama.; f. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk
mendukung pendidikan melalui online g. Masih minimnya akses masyarakat terhadap
layanan pendidikan daerah terpencil

Demikian telaah RTRW dan KLHS terkait dengan kontribusi Dinas Pendidikan

Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penentuan Isu-Isu Stategis

Permasalahan Pembangunan Daerah menjelaskan perbedaan hasil
pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam periode tertentu (misalnya; Lima
tahun) dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dibuat. Permasalahan
Pembangunan Daerah ini diklasifikasi dalam dua level permasalahan yaitu
permasalahan pada level makro (untuk penentuan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah) dan permasalahan pada level mikro (untuk penentuan
program prioritas daerah menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan
urusan pilihan maupun urusan penunjang). Suatu permasalahan daerah dianggap
memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan,
termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat
mandatori. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu masalah
pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat

makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Sementara
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Masalah adalah uraian dari beberapa penyebab dari masalah pokok, dipecahkan
melalui rumusan strategi, sedangkan akar masalah adalah uraian yang lebih rinci dari
penyebab masalah, dan dipecahkan melalui arah kebijakan. Penuntasan
permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu esensi dari tujuan
pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tahap
demi tahap. Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan utama
dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan
pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral
maupun wilayah. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah, telah
teridentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang ingin diselesaikan dalam Lima
tahun ke depan, Pada Bab ini menjelaskan beberapa permasalahan pembangunan
daerah, sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan urusan wajib.
Masalah pembangunan daerah yang terkait dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah dan masalah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar,
prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak
berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar
dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme

penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa
kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak
diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan
Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri

atas:
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Pendidikan;

Kesehatan;
Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;dan
Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan

bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratuspersen) setiap tahun

dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus

menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan

dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana

capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab 1.

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis

Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

a.

Pelayanan pendidikan menengah;

Pelayanan pendidikan khusus;

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat
bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;

Pelayanan kesehatan  bagi penduduk  pada kondisi kejadian luar
biasa daerah provinsi;

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah
kabupaten/kota;

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah
provinsi;

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi;

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;

Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti;
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
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l.  Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
m. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan

pengemis di dalam panti; dan

n. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

bagi korban bencana daerah provinsi.

Isu-isu strategis merupakan hasil analisis dari semua informasi yang
dikembangkan dan dianalisa baik dari pencermatan lingkungan internal dan
eksternal, permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendidikan, keterkaitan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
serta keterkaitan dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh
karena rumusan isu-isu startegis dalam perencanaan pembangunan pendidikan
jangka menengah menjadi perhatian yang harus dikedepankan agar pelaksanaan
pembangunan mencapai hasil yang diharapkan yaitu efektif dan efisien.

Dari uraian di atas, beberapa isu-isu strategis di Bidang Pendidikan menjadi
bahan perumusan untuk menetapkan Visi-Misi Kebijakan dan Progam Dinas
Pendidikan kedepan yang antara lain adalah:

1. Buta Aksara masih menjadi masalah besar. Ketercapaian Angka Melek Huruf
Sulawesi Selatan belum dapat menunjang posisi 10 terbesar ketercapaian IPM di
tingkat nasional. Buta aksara terkait erat dengan kebodohan, keterbelakangan,
dan ketidakberdayaan. Kondisi ini harus dientaskan guna melepaskan masyarakat
dari perangkap kemiskinan.

2. Kesempatan memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu belum
terjangkau bagi wilayah yang terpencil, terpencar dan terluar serta belum
sepenuhnya terlayani bagi usia sekolah pendidikan dasar yang termarginalkan
(anak miskin, berkebutuhan khusus, dan terlantar). Keadaan ini harus diantisipasi
untuk mewujudkan komitmen bangsa terhadap rumusan terhadap Sustainable
Development Goals (SDG’s), dan Pendidikan Untuk Semua (EFA).

3. Survival rate (kelanjutan pendidikan) bagi lulusan pendidikan dasar dan menengah
masih rendah diakibatkan kemampuan orang tua terbatas untuk membiayai
putra-putri mereka kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berdampak
pada angka putus sekolah meningkat serta rata lama sekolah yang rendah.
Kondisi ini harus diatasi dan dilayani mengingat tuntutan Amandemen UUD 1945,

Pasal 28C ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
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pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari IPTEK, Seni dan Budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan ummat manusia”.

. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran teori dan praktek belum
terpenuhi sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan sebagaimana yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung terutama di jenjang sekolah dasar
dan sekolah menengah, banyak mengalami kerusakan sehingga proses
pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi
Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.

Predikat profesi belum sepenuhnya melekat pada guru bila dilihat dari hasil uji
kompetensi guru (UKG). Ini berdampak pada kualitas lulusan siswa utamanya di
jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum dapat berkompetisi dengan
siswa di Pulau Jawa bahkan di Negara Asean. Selain itu sistem distribusi guru
yang belum terpadu antara pemangku kebijakan sehingga rasio guru antar
wilayah tidak merata. Faktor lain adalah kurangnya minat guru yang akan
bertugas didaerah terpencil, terpencar dan terluar mengakibatkan adanya
perbedaan atau gap tentang mutu lulusan serta selalu terjadi kekurangan guru.
Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap proses pembelajaran masih minim /
kurang diberdayakan oleh guru atau sekolah. Hal ini berdampak terhadap
ketidak tahuan siswa mencari informasi dan atau bahan pembelajaran melalui
fasilitas internet yang hanya semata informasi itu diperoleh dari buku teks

pelajaran dan pemanfaatan perpustakaan.

Keterbatasan peralatan, rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang
tidak serupa dengan dunia kerja pada Satuan Pendidikan Kejuruan (SMK)
menyebabkan ketidaksiapan sebagian lulusan dalam memasuki dunia kerja.
Ketidaksiapan lulusan SMK dalam melakukan pekerjaan yang ada di dunia kerja
mempunyai efek domino terhadap industri pemakai, karena industi harus
menyelenggarakan pendidikan di dalam industri untuk menyiapkan tenaga
kerjanya. Dengan demikian pihak industri harus mengalokasikan biaya ekstra di
luar biaya produksi. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi terbaik bagi lulusan
SMK untuk memasuki dunia kerja dengan berbagai pelatihan kejuruan khusus

yang berjangka pendek.
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4.1.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Strategis diuraikan/dinyatakan berdasarkan hasil identifikasi
potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya
dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, sedangkan
sasaran menggambarkan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, maka
pernyataan tujuan tersebut akan dilengkapi sasaran strategis sebagai
ukuran kinerja. Oleh karena itu dalam periode tahun 2018-2023, Dinas
Pendidikan menetapkan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:
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T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN
JANGEA MENENGAH PELAYANAN PERANGHKAT PENDIDIKAN

No.

Tujuan

Indikator
Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Pada Tahun ke

2021

2022

2023

Program

Indikator Program

Satuan

Target Kinerja Pada Tahun ke

2021

2022

2023

z

3

4

5

7

9

10

11

1z

13

14

15

Meningkatkan
Tata Kelola
Penyelenggaraan
Pemerintahan
vang Baik

Nilai Sakip
Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah Bidang
Pendidikan

Nilai Sakip
Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan

Huruf/Angka

BE (>70-80)

BB (>70-80)

BE (>70-80)

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi

Persentase Realisasi
Kegiatan Perangkat
Daerah

%

100

100

100

Persentase ASN
Perangkat Daerah
Berkinerja Kategori Baik
dan Sangan Baik

%

100

100

100

Persentase Penurunan
Temuan Berdasarkan
LHP (%)

%

100

100

100

Meningkatkan
Kualitas SDM
yvang Kompetitif,
Inklusif dan
Berkarakter

Indeks Pendidikan

Meningkatnya
Kualitas dan
Pemerataan
pendidikan
Menengah dan
Pendidikan Khusus

Angka Rata lama
Sekolah

Tahun

8,42

8,75

Program
Pengelolaan
Pendidkan

Persentase jumlah warga
negara usia 16 -18 tahun
yang berpartisipasi dalam
pendidikan menengah
(SPM)

%

100

100

100

Angka Harapan
Lama Sekolah

Tahun

13,58

13,59

Persentase jumlah warga
negara usia 4 - 18 tahun
yvang termasuk dalam
penduduk disabilitas
vang berpartisipasi dalam
pendidikan Khusus (SPM)

%

100

100

100

Indeks Pendidikan

66,55

66,92

Persentase siswa
SMA/SMK yang bebas
buta aksara Al-Quran

%

60,25

61,15
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Persentase SMA /SMK
yvang bebas Narkoba
(indikator RPJMD pokok)

%

91,25

92,90

93,90

Program
Pengembangan
Kurikulum

Persentase Sekolah yang
menerapkan kurikulum
lokal penambahan waktu
pelajaran agama

%

54,25

55,6

57.25

Persentase Pendidikan
menengah yang telah
menerapkan
penyelenggaraan dan
pelayanan pendidikan
berbasis TIK

%

80

81

82

Program Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

Rasio guru terhadap
murid pendidikan
menengah

Rasio

1:13

Persentase Guru SMA
vang bersertifikat

%

52,00

52,65

53,20

Persentase Guru SMK
vang bersertifikat

%

45,10

45,85

46,35

Program
Pengendalian
Perizinan
Pendidikan

Persentase Satuan
Pendidikan Yang
memperoleh Izin
Penyelenggaraan
Pendidikan

%

100

100

100

Program
Pengembangan
Bahasa dan Sastra

Persentase SMA/SMK
vang menerbitkan karya
sastra

%

48,25

49,65

51,05
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BAB YV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
secara komprehensif tentang upaya SKPD ini (Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan) mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif
dan efisien Selan itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk
melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi SKPD
ini secara berkelanjutan. Oleh karena itu inti dari uraian strategi ini
adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang
menyeluruh dan terintegrasi dalam rangkamengoperasionalisasikan
tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Selanjutnya Arah Kebijakan memuat langkah - langkah untuk
merumuskan program-program indikatif dalam rangka memecahkan
permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan
dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak
yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis.
Implementasi dari strategi dan arah kebijakan akan ditempuh dengan :

1. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas
Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya untuk meningkatkan
kualitas dokumen perencanaan;

2. Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data statistik;

3. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat
kepemimpinan dan teknis fungsional;

4. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas
kedinasan.

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan
adalah:
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Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan

1 | Meningkatkan kualitas | Meningkatnya Meningkatkan Penguatan
penyelenggaraan kualitas kapabilitas dan | inovasi
Pemerintahan dan Pelayanan penyelenggaraan | keunggulan ~ SDM | berbasis

pelayanan dasar | aparatur serta | teknologi
memanifestasikan informasi
kelembagaan dalam
pemerintahan yang | pelayanan
bersih dan | yang
berakuntabilitas responsif
secara beriringan | terutama
dengan pada keadilan
pemanfaatan gender dan
teknologi informasi | penyandang
untuk inovasi bagi | disabilitas
pelayanan yang
responsive

Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

2 | Meningkatkan kualitas SDM | Meningkatnya Mengefektifkan | Pemantapan
secara inklusif derajat link and match | pendidikan

kecerdasan dan | antara  proses | vokasional dal link
penguasaan pendidikan and match
IPTEK vokasional dengan dunia
masyarakat dengan usaha dan
perkembangan | industri serta
dunia usaha | memenghasilkan
dunia  industri | tammatan yang
serta bisa menciptakan
meningkatkan lapangan kerja
kualitas belajar
mengajar pada
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pendidikan
menengah
umum  dalam
meningkatkan
kelulusan pada
pendidikan

tinggi

Dari uraian Tabel di atas, maka Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan periode 2018 —

2023 di arahkan kepada :

1.
2.

3.

Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM)

Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun.

Belum optimalnya penduduk usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk
disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)

Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional

Kurangnya penguatan sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan
waktu pelajaran agama

Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online
Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah terpencil
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BAB VI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran
dan tujuan . Sedangkan Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari
program yang dilaksanakan oleh OPD berupa sekumpulan tindakan
pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa. Pendanaan indikatif yang dijabarkan setiap
tahun selama periode perencanaan ditetapkan dengan asumsi pada
setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar persentase tertentu,
dengan mempertimbangkan peningkatan beban tugas dan peningkatan
alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Besaran peningkatan anggaran ditetapkan mendekati prediksi ekonomi
di Sulawesi Selatan yang pengukurannya didasarkan pada pertumbuhan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini adalah
Tabel T-C.27 yang akan menguraikan Rencana Program, Kegiatan, dan
Pendanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan definisi dan uraian Tabel diatas, pada hakekatnya Rencana
Program dan Kegiatan dalam Renstra ini merupakan acuan / pedoman
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta Visi
dan Misi yang telah dirumuskan. Oleh karena itu diuraikan rencana
program dan kegiatan pada Tabel T-C.27 di bawah ini :
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Tabel T-C.27
Rencana Program dan Kegiatan
Berdasarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Data Capaian Target Kinerja dan
; . Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program, |pada Tahun Awal Kondisi Kinerja Unit Kerja OPD .
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE . . . Satuan 2022 2023 Kiner] . Lokasi [Ket
Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun pada akhir periode | Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Renstra Perangkat
1 2 3 . 5 6 T & 3 10 1n 12 13 14 15 16 1
Meningkatkan tata kelola Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat
penyelenggaraan akuntabi Daerah
T It TrE e 1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
pemerintahan
1|01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
' oxlo1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan | persentase Realisasi . 100 105 00 100
Daerah Provinsi Kegiatan Perangkat Daerah
Persentase ASN Peranghat
daerah berkinerja Kategori s 100 100 100 100
Baik dan Sangat Baik
PersentasePenurunan - oD oD oD o
Temuan berdasarkan LHF (3]
Parencanaan, Pengangzaran, dan Evaluasi LM T )
x [xx[01|1 |01 Parencanaan, Penganggaran, %
Kinerja Perangkat Dasrah
P ey Frovinar
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokume ) )
% |xx|o1|1 |o1|o1 Perencansan Perangkst 2 75.525.000 2 300.000.000 2 320.000.000 Bagizn Sub Program |Sulawesi
Perangkat Daerah i n
Rl B FRR—T—
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen REA- P
x [wefo1 |1 o1z | o dan Penyusunan Dokumen Laparan 2 607.915.000 2 1.200.000.000 2 1.400.000.000 Bagizn Sub Program |Sulawesi
BKASKPD 2tan
S e eraes Frovinsr
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen ) )
% |xx|o1|1 |o1|oz dan Penyusunan Dokumen Lsporan 2 367.324.500 2 1.200.000.000 2 1.400.000.000 Bagizn Sub Program |Sulawesi
Perubshan RKASKPD:
Paruhahan BK KPDY laran,
P Froviner
Jumlah Laparan keordinasi
% |%x|01 |1 |01|04 |Keordinasi dan Penyusunan DPASKPD Laparan 2 56.281.500 2 550.000.000 2 650.000.000 Bagizn Sub Program |Sulawesi
dan Penyusunan DPASKPD
TomTah [eperan keoramast PR
Koordinasi dan Penyusunan Perubshsn DPA] B . .
% |xxfo1|1 o105 | O dan Penyusunan Perubahan Laporan 2 1.758.084.007 2 550.000.000 2 650.000.000 Bagizn Sub Program |Sulawesi
0 {=iv] 1
Kooranasi dan Fenyusunan [Sporan R persn weoramasr Fovtnar—
% |%x|01 |1 |01|08 |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Penyusunan Capaian Laparan 1 876.710.000 1 250.000.000 1 275.000.000 Bagizn Sub Program |Sulawesi
iineriz SKED fineriadanichrisar Sealicac tatag ||
TumlshLaparan Evaluzsr Froviner
X |¥x|01|1 |01|07 |Evaluasi Kinerjz Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1 429.406.000 1 220.000.000 1 240.000.000 Bagizn Sub Program |Sulawesi
ane disiieiin laran
Persentase Penyusunan
X [xx[01|1 02| [Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | dokumen Laporan Keuangan
TenatWakrny F
Jumlzh Laporan Gaji dan Bagizn Sub rovinst
x |xx|01|1 02|01 |Penyedisan Gaji dan Tunjangan ASN Lsporan 14| 13915027.585.183 14 2.000.000.000.000 14 2.000.150.000.000 Sulswesi
Tunjungan ASN Keuangan
PR
« xlosla loz|oz v dministrasi Jumliah Laperan Administrasi . . 200,000,000 . 250,000,000 Bagizn Sub o
Tugas ASN Pelaksznazn Tugas ASN Sporan S Keuangan ulawest
Tomish [sporsn o
Pelaksanzan Penatausahaan dan P Bagizn Sub .
x |xx|o1|1 |o2|03 A " penatsusshasn dan Lsporan 12 116.522.000 12 300.000.000 12 350.000.000 Sulswesi
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: . Keuangan
B B e T PR
Koordinasi den Pelsksansan Akuntansi umiah Laporan Reordinasi Bagizn Sub
x |xx|o1 1 |oz|os dan Pelaksanaan Akuntansi Laporan 1 270.000.000 1 275.000.000 Sulawesi
skPD ! Keuangan
KPyane yn lat:
- Tumlah faporan Koordinast - Froviner |
« lxxlo1 |1 |02 g | ¥eerdinasi dan Penyusunan Lagoran p . . . 276,550 630 . 275,695,600 Bagizn Sub I
Keuanzan Aknir Tahun SKPD an penyusunan keuangan sporan 7 7 Keumnean ulawesi
sibiptabun SKPD, latan
- Umiah [aporan Befan - Frovinas
Pengelolasn dan Penyizpan Bahan Bagizn Sub
x |xx|o1 1 |0z |08 tanggapan Hasil Laporan 1 33.000.000 1 75.000.000 1 90.000.000 Sulawesi
Tanggapan Pemeriksaan Keuangan
Pemetivsann latan ||
Koordinasi dan Fenyusunan Leporan umlah Laporan Koordinasi N Frovinsi
x [xx|o11 |o2|o7 |k Bulznan/Tri f teran |dan peny Laporan Laporan 12 35.277.000 12 150.000.000 12 120.000.000 Kononean Sulawesi
KPD Fan = latan
— B e T e - Frovinas
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Bagizn Sub
x |xx|o1 1 |0z |08 reslisasi anggaran yang Laporan 2 310.000.000 2 330.000.000 Sulawesi
Prognosis Realisasi Anggaran o Keuangan -
Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase Penyusunan
x [xx[01|1 |02
Perangkat Daerah Laporan Barang Milik Daerah
TomTah [eparan B=gien Sub Umum, [Frovinst
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan :
% |xx|o1|1 |02 |01 ) Parencanaan Kebutuhan Lzporan 1 18.000.000 1 20.000.000 kepegawaiandan  |Sulawesi
Barang Milik Daerah SKPD . et ciom
acans llcdnsrs BB T s o, [Prevne
Jumlah Personil Pengamanan
x |xx|01 |1 |03 |02 |Pengamansn Barang Milik Daarah SKPD Crang 15 35.000.000 15 40.000.000 kepegswaiandan |Sulswesi
Barang Milik Daerah SKPD
TomTah [epersn Koordinast EFERE |
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik " = :
% [xefo1 |10z |oz | 707 TEE dan Penilaian Barang Milik Lzporan 1 110.000.000 1 120.000.000 kepegawaiandan  |Sulawesi
sera
dasrah SKPTY Huknm laran




F | F P [Fembinsan Fengswssan, dan Jumlsh Laporan Pembinsan, 8agian Sub Umum, |Frovinsi
xx|01 |1 |03 |02 |Pengendalian Barang Milik Daersh pada | Pengawasan dan Laporan 12 150000000 | 12 200 000 000 kepegawaiandan |Sulswesi
KPDY ) i = Mili
TR e Haena e B sos U, [Prvas T
xx|o1 |1 o3| g5 |Rerensili=s! dan Penyusunan Laporan dan Penyusiunan B L 2 60.000.000 2 70.000.000 k iandan |Sulawesi
Barans Millk Dutran pada SKFD o0 Penyusiuren Berane aporsn 000 7 R
il marab SKP T .
Penatausahaan Barang MilikCaerzhpada | o o —oPoran agian SuBb Umum, —[FrovinsT
xx|o1|1 o3 |os | 0 Penstausahaan Barang Milik Laporan 2 7.000.000 2 5.000.000 kepegawaiandan |Sulzwesi
ot
S EI YT e R T
xx|o1 |1 |02 |07 |Pemantaatan Barang Milik Dazrah SKFD | Pemanfaatan Barang Milik Laporan 1 110.000.000 1 120.000.000 kepezawaiandan |Sulswesi
Daerah SKPTY Hukum l=ran
ilas |y [aa|  [Administrasi Pendspatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah
Tomlsh [paran
%x|01 |1 04|01 |Perencanssn Pangelolsan Retribusi Daerah | Perencanaan Pengelolsan Laporsn
e N
nelizadan? Fetrbus BT P e e
xx|01 |1 |04 |0z |Daerah, serts Peny Kebijak ; Retribusi Laporsn
Betribisi Dasrah v}
TRt
|01 |1 |oa [gz |Fenvuiuhan dan Fenyebarluasan kebijzian d“ma E":raln penyuiuhan j
I an penyebariuasan aporan
ek peia
Pandatazn dan Pendaftaran Objek Retribusi|" o PO o8
xx|o1 |1 [os|os dafear Objek Retribusi Laporan
Daersh 2
FoaEh teporan Dot
xx|o1 |1 08|05 |Pengolahan Dats Retribusi Dasrah Retribusi Dasrah yang Laporan
dikslolsh
o Jumlsh Wit Retribusi
xx|01 |1 04|08 |Penetapsn Wajib Retribusi Baerah ; Dokumen
daerah yang ditetapkan
] Jumish Laporan Pengslalazn
¥x|01 |1 04|07 |Pelsporan Pengelolsan Retribusi Dasrah Laporsn
Retribusi daersh
FSteTts AR R
(011 |05|  |Administrasi Kepegauaian Peranglat Daerah | pegawai Perangkat dasrah
nenializn
Peningkstan Sarana dan Prasarana Disiplin |lumlah Sarana dan E=gi=n SUB Omum, —[FrovinsT
xx|o1 |1 [os |01 - i ) Paket 1 23.000.000 1 25.000.000 kepegawaiandzn |Sulswesi
Pegawai Frasarans disiplin pegawai ;
clatan
- TomIshFakeian Tinss EESEREma I e
Pengsdasn Paksisn Dinss Beserta Atribut
xx|o1 |1 |os |0z Beserta Atribut Paket 1 172 200 000 1 186 550 000 kepegawaiandan |Sulswesi
Kelengkspannys
[ R T poran FenastaEn FEEERE T e e
Pendatasn dan Pengolahan Administrasi Etasn > ]
xx|oz |1 |os o3 |, ' dan Pangolahsn Administrasi Laporsn 2 25 000 000 2 30,000 000 kepegswaisndsn |Sulswesi
spegawsian
feo =h Laporan Koordinasi Ea;\anSuEUmum, polaran
Koordinasi dan Pelaksanaazn Sistam
xx|o1 |1 [os|os dan pelsksanssn Sistem Laporsn 2 25.000.000 2 30.000.000 kepegswsisndsn |Sulswesi
Informasi Kepegawaian o
sapninn atan
— - — s e B o U, (P
Monitoring, Evaluzsi, dan Penilaian Kinarja
xx|o1|1 fos fos | °7T0" Evaluzsi dan Penilzian Laporan 2 79.260.000 2 25.000.000 2 20.000.000 kepezawaiandan |Sulzwesi
= K Pae: |2t
PE—— EEEERR M T e T
xx|01 |1 |05 |06 |Pemulzngzn Fegawsi yang Pansiun P vEnE orang 12 26000000 | 12 25.000.000 kepegawaiandan |Sulswesi
Il
- - TomIsh Fegawaiyang EEER I e
Femulsngan Pegawai yang Meningss|
xx|o1 |1 |os|o7 meninggal dslam Orang 12 26000000 | 12 25.000.000 kepegawaiandan |Sulswesi
dslam Melaksanaksn Tugas )
tuea tan
R P~ EESEREma e e
umls ang pindsl ’ ]
xx|01 |1 |05 |08 |Pemindshan Tugss asn . VvEnER Orang 12 36000000 | 12 25 000 000 kepegawaiandan |Sulswesi
ugas
Toml=h Pezewaivans B sos U, [Prvas T
Pendidikan dan Pelstinan Pegawai i PegzwEly: ? ]
xx|oL |1 [os |02 mengikuti pendidikan dan Orang 4 30.000.000 5 60.000.000 kepegswsisndsn |Sulswesi
Berdasarkan Tugas dan Fungsi : P
- atan
iy A s U, [Pras
xx|01 |1 |05 |10 |sesizlisasi Persturan Perundang-Undangan | mengikuti sosilisasi Orang 1150 575.000.000 | 1190 £54.500.000 kepegawaiandan |Sulzwesi
- jatan
— - - femtpataundans e TR L e
Bimbingan Teknis Implemantasi Peraturan
xx|o1 |1 [os |11 menzikuti bimbingan teknis orang 1150 575.000.000 | 1190 654.500.000 kepezawaiandan |Sulswesi
Perundzng-Undangsn
asiPeraturan Hukum l=ran
Pesentase Pemenuhan
xx(01(1 |06| | Administrasi Umum Perangkat Daerah o
Administrasi Umum Kantor
- - Sgien B Urmum, | Frovinsi
Penyediazn Kampanen Instalasi Jenis dan Jumlsh Kompanen > ]
wx|o1 |1 [os o1 | 2= il Pene Unie 12 sazeno00| 12 725000000 | 12 750,000 000 kepegswaisndsn |Sulswesi
Listrik/Pensrangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik yang dibeli o
tan
Teri= gen TUmIsh peralEEEn B s U, [Pras
Penyediazn Peralatan dan Perlengkapan
xx|o1 |1 fo oz | =170 dan perlengkapan kanter Uni 12 3486179400 | 12 700000000 | 12 750.000.000 kepegswsisndsn |Sulswesi
=dibel; E kum |=t=n
J:r;lar:PalralatanRumah i i
xx|01 |1 |08 |03 |Penyedizan Peralatan Rumah Tanges ] Uni 12 35738500 | 12 spooooooo | 12 850.000.000 kepezawaiandan |Sulzwesi
tangss yang disedizkan o
tan
- B e U, [Pt
Jumizh Bahan Legistik Kantar
xx|01 |1 |08 |08 |Penyedizan Bahan Logistik kantor i Paker 1 40.000.000 1 45.000.000 kepegawaiandzn |Sulzwesi
Vang disedizkan - ;
skiem alaran




rirr Jumlsh Barang Cetakdan Bagian Sub Umum, |Provinsi
Penyediaan Barang Cetakan dzn ?
ae|o1 |1 fosfos | =TSR Pengzandaan yang Paket 1 83.179.000 1 120.000.000 1 130.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
firiaR ahan Bacaan dan B saE U, (Previae T
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan ?
aefo1 |1 fosfog | T EE R PR Peraturan Perundang- Buzh 12 85.000.000 | 12 95.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
E & ane disedial Huium Selat
; £/2n SUB Umum, [P
] ] Jumlah Bahan/Materizl yang =gi=n sub Emum, - Frovins!
xx|01 |1 [08 |07 | Penyediaan Bahan/Material Sonanabon Paket 1 150.000.000 1 200.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
Zalat:
CEEREma i
o Jumiah Kunjungan tamu yang SE1n SUB Umum, | Frevinst
xx|01 |1 |06 |08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu it Paket 12 208360000 | 12 1176.000.000 | 12 1.200.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
Salatan
TomTsh Fapat Foardmasidan e T Py
Penyelengzaraan Rapat Koordinasi dan
wefo1 |1 foefog | =TS FEEE Konsultasi SKPD yang Paket 12 1534052000 | 12 270000000 | 12 290.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
dizal Zalat:
e T Py
xx|01 |1 [06 |10 |Penatausahsan Arsip Dinamis pada SKPD  |Jumlah Arsip dinamis SKPD Paket 1 6.600.000 1 7.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
Salar
DukGngan TEm TomIsh sistem Femenmtahan e T Py
xx|01 |1 [08 |11 |Pemerintahan Berbasis Elektronikpada  |Berbasis Elektronikyang Paket 1 670.000.000 1 £0.000.000 1 70.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
KPD m U.ﬂ.l.lku.ﬂ&&i'.ﬁmﬁ.ﬂaﬁﬂ Hukum lat=n
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang || 2r=entase Femenuhan
%201 |1 (07| | Uusan Pemerintah Dasrah Kebutuhan Barang Milik
Dasr=h lirysan
Pengadaan Kendarazn Perorangen DinZs | jumiah Kendzraan yang Bagian sub Umum, | Frovinsi
%x|01 |1 |07 |01 | 4oy Kendarasn Dinas Jabatan P Unit 1 250.000.000 1 250.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
fusum jacan ||
Pengadaan kendaraan Dinas Operasional | jumiah Kendzra Dinas agian SuB Umum, ~FrovinsT
xx(01 (1107 (02 | sray Lapanzan Cperasions! yang diagakan Unit 1 300.000.000 1 300.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
- Huum latan | |
Pengadaan Alat Basar [ — LEEnTuB Umum, [Proviner
xx|o1 1 [o7 oz P N Unit kepegawaiandan  [Sulawesi
fuum jacan ||
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Jumlah Alzt Angkutan Darat agian SuB Umum, ~FrovinsT
xx|01 |1 |07 |04 | garmator Tk Bermotor yanz disdaton Unit kepegawaiandan  [Sulawesi
&) a3t
FEm———— EEEC T
xx|o1 1 [o7|os Jumiah Mebel yang diadaksn Paket 1 100.000.000 1 120.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
fuum jacan ||
Pengadaan Peralztan dan Mesin Lainny2 | jumiah Feralatan Mesin agian SuB Umum, ~FrovinsT
xx|o1 1 [o7 o8 Pt Paket 5 433.839.000 2 150.000.000 2 150.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
vayang jatan
Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumiah Aset Tetap Lainnys B SR suE U, [Proving
xx|o1 1 [o7 o7 et Paket 1 100.000.000 1 120.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
vang b jatan
Pengadzan Aset Tak Barwujud Jumiah Aset Tak Berwujud agian Sub Umum, [FrovinsT
xx|o1 1 [o7 o Jan disdakan Paket 1 100.000.000 1 120.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
£ IEL
Pengataan Gedunz Kantar atau Bangunan | |TOTIER GeGUNE Kanter 5620 R
xx[o1 1 (07|02 | Lainny= BangunanLainnya yang Paket 1 100.000.000 1 120.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
latan
PangadaanSarans dan Prazarans Gedung 1L MI3h Sarans dan T L
xx(01 |1 {07 |10 | kantor ztau Banzunan Lainnya Prasarana Gedung Kanter Paket 1 100.000.000 1 120.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
FtayBapsunan L zicova vane jacan ||
Pengadaan Sarana dan Prasarana TimfahEstans gan BT s Uram, (PrevneT
%%(01 |1 {07 |11 | pandukung Geduns Kantor atau Bangunan | Frasarana Pendukung Paket 1 100.000.000 1 120.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
E ".LLDLK.E.D.&QLE:ELI" Hikim laran
1T
xlog |1 |og| |Penvediasnas Panunjang Urusan KE::E":"EJ”"T" =n
Pemerintahan Daerah - uruhan Jasa Fenunizns
risan
Taz/an Sub Umum, | Frowing]
xx(01 |1 [0 |01 | Penyadiaan Jasa Surat Manyurat Jumish jasa surat menyurat Bulan 12 25000000 | 12 26.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
Eukum ) ¥ lat=n | |
e R TuE Umum, [FrovineT
Penyediaan Jasa Kemunikasi, Sumber Diaya |Jumlah jasa kemunikasi, = .
xx|o1 1 [osoz | = ’ ) Bulan 12 965724289 | 12 55.000.000 | 12 50.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
Air dan Listrik sumber daya air dan listrik
B s Tom, (Preve T
Penyediaan Jass Peralatandan Jumlah jasa peralatandan = .
xx|o1 1 [os oz Bulan 12 55.000.000 | 12 §6.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
Perlangkapan Kantor perlengkapan kanter )
elar
TomTsh JsE3 Felayanan EEFE T e
xx|01 |1 [0 |04 | Penyadiaan Jasa Pelayanan Umum Kanter |Umum kantoryang Bulan 12 5242690656 | 12 7.000000 | 12 2.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
i Hijm slaran
xlon |1 |gg| |Pemeliharasn Barang Witk Daeran ; - angy'"k
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah aer=n Penunjang Urusan
7 Taes =30, Blaya B EF. LT Baz/an Sub Umum, | Frowing]
xx|01 |1 [08 |01 |Pemeliharaan dan Pajak kendaraan rumah dinas/jabatan yang Jenis 29 304000000 | 29 450.000.000 | 29 470.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
5 o J inell jaran
B e e e e e peraleran M T
xx|01 |1 [0 |0z |Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan gedung kantoryang Jenis 29 134520000 | 29 160.000.000 | 29 175.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
Kendarzan Dinas Oneracinnal atan dinglihars E.LLKLLW 2lat:
GG may Frowne |
Penyedizan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlzh dan jenis mebeleur =giansub Emum, | Frevinsd
xx|o1 |1 [os oz - ) Jenis 12 31000000 | 12 35.000.000 kepegawaiandan  [Sulawesi
Pemeliharaan dan Perizinan AlstBesar  |yangdipelihara )
slaran
7 T =an, Biaya P N B s Tram, [PrevngT
umlah dan Luas ruma
#¢|011 (08 |04 | Pamalinaraan dan Perizinan Alat Angkutan | *7 ° o Jenis 1 110.000.000 1 120.000.000 kepegawaiandan [Sulawesi
jabstan yangdirehal
DararTak Rsrmator E kym slatan
Jumlsh dan Luas rumah dinas| =zian Sub Timum, - |FrovinsT
xx|01 1 [0 |os | Pemeliharaan Mebel e Jenis 10 85.000.000 1 100.000.000 kepegawaiandan [Sulawesi
angdirehs
yang slaran
P N |EEEET M o e
umlah dan Luas ruma
%¢|01 1 (02 |0 |Pemaliharazn Peralstan dan Masin Lainnya | °7 7 =" . Jenis 50 220000000 | 50 245.000.000 kepegawaiandan [Sulawesi
gedung kantor yang direha
Hidoom latan




Jumiah dan jenis mobil

Baglan Sub Umum,

Frewins!

0|01 (1|02 |07 |Pemelinarazn Aset Tetap Lainnya ) Jenis 30 450.000.000 30 450,000,000 kepegawaian dan  |Sulzwasi
jabatan yang disarvis
TGmTaF Gan [anfs kandaraan =g1an Sub Umum, [Frovina!
KK|01|1 (09|08 |Pemelinaraan Asat Tak Barwujud dinas/oparasional yang J@nis 13 150,000 000 18 170.000.000 kepegawalandan |Sulawasl
"
- E— e rerrvarteraan agian Sub Umum, |Frovins:
wifo1)1 |os fos :"";"""""’T‘_"'"I't“'qed"""""" gangunan Lainnys yang e Janiz 3 1,655.000.000 s 200,000,000 5 220,000,000 kepegawsiandan  |Sulawasi
80 Bangunan Lainnya
Fan el b o T o
20|01 (1 |09 20 |Prasarana Gedung Kantor atauBangunan  |prazarana Gedungkantor Jeniz 12 220.000.000 12 250.000.000 kepegawaiandan  |Sulawesi
Lain, atay banrunap |ainnya vany A latan
¥R eitrasn menenas Sarans dan ek Sarans dan & o Sub U, —[Provina:
0|01 (1|09 |11 |Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | prasarana pendukung Jenis 10 120.000.000 10 120.000.000 kepegawaiandan  |Sulswesi
; fad -
; ET T Qe T
) _— Jumiah Tanah yang di . ) .
k|01 (1|09 |12 |Pemeliharasn/Rehabilitasi Tanah Jenis 1 120.000.000 1 120.000.000 kepegawmisndan  |Sulswesi
palinarafrahab
Fuskm Sajaran ||
1.935.199.085.435 2.015.858.800.000 2.017.742.550.000
s =5 aager a2 28 s
Kompeti, Inklusif dan dan Pamarataan |Angia Rata Lama Sekotah 0102 Program Pengelelaan Pendidiian e e T % 100 100 100 100
Berkarakter Pendidikan -
g5k (5PM)
Persentase jumiah warga
negara usia 4 - 18 tahun yang
Angia  Harapan  Lama termasuk dalam penduduk
% 100 100 100 100
Sakolah dizabilitas yang
barpartisipasi dalam
|pandidikan Khusus [SPM]
Farsentase siswa SMA/SMK
yang bebas buta aksara Al- % 50,25 61,15 62 62
Indeks Pendidikan Quran
Parsentass SMASME yang
bebas Narkoba (indikator % 91,25 92,90 3,90 93,50
|REIMD pokok)
Parsantaza Tamatan SMA
01]02 |1 |01 - yang lulus Parguruan Tinggl % 48,25 43,85 51,05 51,05
Berakraditasi &
Jumiah U%3 yang dibangun Bidang Pembinaan Frevinsi
01(02 |1 01|01 |Pembangunan USB {Unit Sekolsh Baru) s atuan pendidikan Unit 2 3.000.000.000 2 3.500.000.000 a Sulswesi
P P 5 10.000.000.000 Selstan
Jumlah Rusng Kelas Baru Provinsi
Bidang Pembinaan
o102 (1 |01 |0z Fuang Kelas Baru yang dibangun pada Satuan Ruang 20 4.000.000.000 11 4.200.000.000 S Sulawesi
Pendidikan 2 15 583.306.000 Selatan
Jumlah Ruang Guru/Kepala " . Provinzi
Femb Rusng Guri/Kepal Bidsng Pembi
01021 1 [0z S::;I::;"‘L:"n uang Sunylepain Sakolah/TU yang dibangun fuang 20 s000000000 | 21 4,200.000.000 s"“:"‘ SRR e awasi
pada Satuan Pandidikan 3 1.118.448.000 Selatan
Jumiah Ruang Laboratorium . . Frovinsi
- Bidang Pembinaan
0102 (1 |01 |04 |F angk ologi |Biclog Fada Ruang w 4,000.000.000 1 4,200.000.000 an Sulawesi
Satizan Pendidikan 2 1.002.904.000 Selatan
Jumiah Rusng Laborasorium B
~ . C h idang Pembinaan
0102 (1|01 |05 |Pembangunsr Rusng Laboraterium Fisiks | Fisiks yarg dibangun Pads Rusng 0 4.000.000.000 11 4.200.000.000 A
Satuan Pendidikan 4 2.024.514.000
Jumlah Ruang Laboratorium
. . N Bidang Pembinaan
0102 (1|01 |06 |Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia  |Kimia yang dibangun Pada Ruang 20 4.000.000.000 21 4.200.000.000 P
Satuan Pandidikan s 2,445 591,000
Jumiah Ruang Laborazorium
Femb: Ruzng Laborstori Bidang Pembi
01021 01 [or |FemEnnsunen Rusng Laberatorium Komputar yang dibangun fuang m 4,000.000.000 n 4,200,000,000 s"“:"‘ EMENEET e awazi
pada Satuan Pendidikan 3 3.137.029.000 Selatan
Jumiah Ruang Labaratarium . . Prewinsi
Bidang Pembinaan
01|02 (1 |01 |08 |F angh Bahasa |Bahasa yangdibangun Fada Ruang 0 4.000.000.000 i 4.200.000.000 e Sulzwesi
|Satian Pendidikan 3 5983.171.000 Selatan
[Jumlah F.Ilal‘“ Laboratorium Provinsi
- ) Bidang Pemblnzan )
0102 (1 |01 |09 gunen AusngL 1P, IPAyang £un Pads Rusng 0 4.000.000.000 11 4.200.000.000 b Sulswesi
Satuan Pendidikan Selatan
Jumlah Ruang Unit o
Buang| Sakalahyan Sidang Pembinaan [ "
0102 (1 |01]|20 = & Rusng 20 4.000.000.000 11 4.200.000.000 £ Sulswesi
Sakolah dibangun Pada Satuan Shia, celat
Pandidikan 10 3.045.714,000 ==
Jumlah Parpustaiaan . . Prowinzi
Bidang Pembinaan
0102 [1 |01 |11 |Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sekoiah yang dibangun Pads fuang 0 4.000.000.000 HH 4,200.000.000 i Sulawasi
Satuan Pendidikan |selatan
Jumisn Rusng Serba Previnsi
. ) Bidang Pembinzan )
01|02 |1 01|12 (F Rusng fAul, Guna/Auls yang dibangun Ruang 0 4.000.000.000 1 4.200.000.000 sa Sulswesi
Fads Satuan Pendidikan H 2.355.000.000 Selstan




Jumlah Asrama Sekolah yang Frovinsi
N Bidang Pembinazn ~
0102 (1 |01 |13 |Pembangunan Asrama Sekolah dibangun Pads Setuan Ruang 20 4000000000 | 21 4.200.000.000 i Sulawesi
Pendidikan Selatan
umiahSarana, Prazarans .
0102 |1 |01 s |Pemeangunan sarans, Prazarana can dan Unilitas Sekctan yang _— » cooooonoon| 21 ¢ 200000000 Sidang Pembinaan |17
Utilitas Sakoizh dibangun Pada Satuan san B
Pandidikan 55 15 765 435,000 ==
Jumlan Fasilitas Parkir yang . . PFrevinsi
Bidang Pembinaan
01]02 (1|03 |15 | Pambangunan Fasilizas Parkir dibangun Pada Satuan Unit 20 4.000.000.000 21 4.200.000.000 an Sulawasi
Pendidikan 4 800.000.000 selatan
Jumlah Kantin Sekolah yang " Frevinsi
i - Bidang Pembinaan .
0102 (1 |01 |16 | Pembangunan kantin Sekslsh dibangun Fads Setuan Ruang 0 4000000000 | 21 4.200.000.000 i Sulmwesi
Pendidikan Selatan
Jumiah Rumah Dinaz Kepals —
o102 |1 |03 | 7 |Pembangunan Rumah Dina: kepaia Sekciah,Gury, Penjaga _— » cooooonoon| 21 ¢ 200000000 Sidang Pembinaan [/
Sekclah, Gury, Penjags Sekslah Seiciah yang dibangun Pada sha B
fatuan Pendidikan
mian Ruang Sudut Baca Fravingi
Bidang Pembi
0102 |1 |01 |18 [Pa s Pada Satuan Rusng 0 4000000000 21 4,200,000.000 s:u:“ STENEE s awani
Pandidikan Selatan
Rehabilitasi Sedang/Berat fuang kelaz. |2 2" RUANE Kalas Sakolah Bidang Pambinaan |/ 2"
o]0z 1 02|19 | 2 vang direhabilitasi Paca Ruang 25 5000000000 | 25 5.000.000.000 aan Sulawesi
Satuan Pendidikan 55 30.565.503.000 selatan
Jumiah Rusrg
Rehabilitasi Sedang/Berat fusng Guru/KepalaSekolah/TU yang Bicang Pembinaan | oY
0102 (1 |02 |20 Ruan 5 5000000000 | 25 5.000.000.000 E—
Guru/Kepala Sekolah/TU direhatilitasi Fada Satuan £ A —
Pandidikan a2 £.502.932,000
mian Ruang Lagarasarium Pravinzi
Rehahilitasi Sedang/Berat fu Bidang Pembi
01]021 |01 |21 L::' "':_" B.'I Feretfuane Biclagi yarg dirahasilitasi Ruang FS 5000000000 | 25 £.000.000.000 s"“l:"‘ Bl [T
boratorium Siolog@ Fads Satuan Pandidikan E 2.653.151.000 Sslstan
Renabilitasi Sedang/Berat Auang Jumiah fuang Lataranonium Bicinng, Parrbinaan |TTo¥nS
0102 (1 |02 |22 A Fisika yang direhabilivasi Ruang S 5.000.000.000 | 25 5.000.000.000 Sulawesi
Laboraterium Fisika san
Pada Satuan Pendidikan a 3.790.093.000 Selatan
Jumlah Ruang Laboraterium Frovinsi
P il i Big: Pambi
010z (1 |01 |23 L:";i":::”:‘":‘ra"“ g Kimia yang direhabilitasi Ruang 5 5000000000 | 25 5.000.000.000 W:"' MBITEAN 1o mwesi
Pada Satuan Pendidikan 8 2.088.877.000 Selatan
Jumlah Ruang Laboratorium Frovinsi
Rehabiliasi Sad R Sidang Pembi
01]02 |1 |02 |24 | Penamilizasi Sadarg/Berx: Ruang Komputer yang direhabilitasi Ruang E41450000 | 35 5000000000 | 25 5.000,000.000 elang Pembinaan | cuimwesi
Labaraterium Komputar - shn
Fads Satuan Pendidikan 4 Selstan
0102 |1 |02 |25 |Fenatitizas: Sedang/Berat Ruang :m:m R“":in m:mulm Ru 1 9123000 328 5000000000 | 25 £.000,000.000 Bidang Fembinazn :.Tm“
Laboratorium Bahasa ahass yang dirahabllitas ang A A X £ SMA Swas
Fada Satwan Pendigikan selatan
Ranabilitasi Sadang/Barat Auang Jumlah Ruang Lataratorium Bidang Pambinaan |7 /0"
010z (1 |01 |26 IPA yang direhsbilitasi Pada Ruang 5 5000000000 25 5.000.000.000 Sulwesi
Laboratorium IPA SMa
Satuan Pendidikan Selstan
Jumiah Ruang Unit o
oaloz |1 |02 |27 |Renabitizasi sedang/Berat Rusng unis Kesenatan Sekoishyang — . wsass0a0| 25 cooooo000n| 15 500000000 Sidang Pembinaan |/
Kesenatan Seksiah girehabilitazi Paga Satuan Sha
. Selatan
Pandidikan
umian Parpussacaan Fravingi
Rehabilitasi Sed . - Bidang Pembi
0102 |1 |oa |28 |2 'h'“" arg/Berat Perpustakasn | ckoiah yangdirshabilizasi Buang 5 soono0n00n | 28 £ 600,000,008 i E T e
= Fads Satuan Pendidikan 5 1.405.470.000 Selatan
Jumlah Ruang Serba Provinsi
o1l02 |1 |1 |25 |Fenasitivas segsrg/serat Ruangsera  |Gunafauiz vang - e [ - ¢ 00 500000 sidang Pembinaan [
Guna/Ala direhabilitasi Fada Satusn M B
Pandidikan 2 1.700.000.000
umlah Asrama Sekalah yang Provinsi
_— i Bidang Pembinaan _
01/02 |1 |01 |20 |Rehabilitasi Azrama Sekcizh direhatilitasi Fada Satuan Ruang % 5000000000 | 25 5.000.000.000 o Imwesi
Pandidikan Selatan
omian Sarana, Prazarana -
Rahabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas |dan Utilitas Sakolah yang Bidang Pambinaan | T
010z (1 |02 |52 ' Faet s 5000000000 | 25 5.000.000.000 Imwesi
Sakolah dirahatdlrtasi Pada Satuan SMaA —
"
Pandidikan 185 37.976.707.000 ®
Jumiah Fasilitas Parkir yang . . Frovinsi
o ) - ) sidang Pambinaan
0102 (1 |02 |32 |Renavitizasi Fasilitas Parkir wirehatilitasi Fada Satuan unit 5 5000000000 | 25 5.000,000.000 s sulawesi
Pendidikan 3 500.000.000 selstan
Jumlah Kantin Sekolah yang Frovinsi
P . N I Bidang Pembinazn ~
0102 (1 |02 |33 | Rehabitizasi Kantin Sekoish direhabilitasi Fada Satuan Ruang s 5000000000 | 25 5.000.000.000 e Sulawesi
Pendidikan Selatan
Jmian Ruman Dinas ke ot
0202 |1 |03 |3 |Reamiicasi Rumah Dina Kepata Sakclah, |Sakeiah, Guru, Perjaga husn = cooooo00oe| s < 200000000 Bidang Pembinaan [[7 7
Gury, Panjaga Saksiah Saksiah yang dirshasiiasi ™ B
Pada Satuan pendidikan ==
lah Ry Provi
Jumiah Ruang/Sudut Baca Bidang Pembinaan | °""
0102 (1 |02 |35 |Renabitizas & yang Pada Ruang E 5000000000 | 25 5.000,000.000 s sulawes!
Satuan Fendidikan Selatan
Jumish Mebeluer Sekalah Provinsi
" Sidang Pambinaan i
0102 (1 |01 |36 |Pengadaan Mebel sekeish vng diadeken Pada Satusn Faket s 5000000000 | 25 5.000.000.000 . Sulawesi
Pendidikan E 4.800.000.000 Selatan




rrirr Jumiah Alet Rumah Tengga Sidang Pembinaan |FEVIN
1 |02foz |1 01|37 |Pengadssan Alst Rumeh Tanggs Sakolah  [Sekolsh yang dindskan Pads Paket 5 5.000.000.000 | 25 5.000.000.000 an £ Sulswesi
Satuan Pendidikan Selstan
Jumlah Perlengkapan Sidang Pembinaan T
1 |o2foz |1 |01 |22 |Pengadaan Perlangkapan sekalah Sekoiah yang diadakan Pada Pakat P 5000000000 | 25 £.000.000.000 s Sulzwesi
Satuan Pandidikan 1 12.320.000.000 Salatan
Jumlah Parlangkapan . ) Provinsi
Bidang Pembinazn
1fozjoz|a (o138 Peserts Didik Fasarta Didic yangdiadakan Pakat 25 £.000.000.000 25 £,000,000,000 A £ ulawasi
Pada Satuan Pendidikan 1 $00.000.000 Selatan
Jumlah Sarana Mobilitas . N Frowinsi
» ) Bidang Pembinaan )
1 |oafoz |1 |01 |50 |Pengadaean sarana Movilitas sekalan Sewcizh yang dindakan Pada Paket ] 5000000000 | 25 5.000.000.000 S Sulawesi
|Satuan Pendidikan 40| 7.900.000.000 Selstan
Jumish Alat Praktik dan oot
1 [o302 |1 | a3 |y [Pensasmsen et Prabsin don Peraga Peraga Pesarta Didik yarg paat . coonooones| 18 < 200 008 500 Bidang Pembinazn ('
Peserta Didik dizdakan Pada Satuan SMa P
Pandidikan a4 12.285.000.000
Jumian B Ged
a dan |dun RomngSokaianpang L
1 |o1foz |1 |o1s2 = g =re Rusng % 5000000000 | 26 5.200.000.000 | Sulswesi
RuangSakolah dipelinara Pada Satuan SMA
Selatan
Fendidikan
Jumiah Sarana, Prasarana Provinsi
1 loiloz |1 o1 |az Pemeliharasn Rutin 5arana, Prasarena dan |dan Utilitas Sekolah yang Paiat 15 £.000.000.000 2% £.200.000.000 Bidang Pembinaan sulawasi
Urilitas Sekolsh dipelihara Fada Satusan A
- Selatan
Pendidikan
Jumiah Rumah Dinas Kepals erovinsi
1 |o102 |1 |2 a3 [Pemetinarasn Rutin Bumah Dinaz Kepala  |sekaiah, Guru, Penjags fuane - R — « 200,000,000 Bidang Pempinaan "7
Sekolah, Guru, Panjaga Sekalah Sekolah yang dipelinara Pada SMA B,
Satuan Pandidikan
Jumiah Bizya Persanil
us |Penvediaan Bisya Personil Peserta Didik Pagerta Didit Sakolah . Bidang Pembinaan P"I’"""
Hoalez |3 o fas | A Atas yang akat 25 5000000000 | 26 5.200.000.000 s Sulawesi
tersediam pada Satuan Selatan
Pandidikan
Provinsi
lah Alaz P k 1 B 1l
1 |01foz|1 |01 |46 |Pene Alst Praktikd " Jumiah Alat Praksik dan Paket 2 5000000000 | 26 5.200.000.000 S3Ang FEmBInIEN | | esi
Faraga Siswa yang diadakan SMa
Selstan
Jumlah Proses Belsjar dan Erovine:
1 |01]02 |1 |02 |47 [Perretensgaraan Proses Beisjar dan Ujian | jiar Bagi Peserta Didikyang — 2 sase12000| 25 R — ¢ 20,000,000 Bidang Pembinaan [ "0
bagi Pasarza Didik dizalanggarakan Pada Satuan sMA
Selstan
Pandidikan
Jumiah Satuan Pendidikan Provinsi
1 |o1]ez |1 o1 |az Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi yang Mandaparkan cakolah 25 £.000.000.000 5 £.200.000.000 Bidang Pembinaan Sulawesi
Satuan Pendidikan Menengah Atas Fenyiapan dan Tindak Lanjut SMa Salatan
Eveluasi
Jumlan Minat, Bakat dan Frowinsi
Fembinaan Minat, Bakat dan Krestivit Bidang Pembi
1103 [0z (3 (03 [ag | =T ATEE et RNRMESIEE  |kreativitas Siswa yang lbina Paket 25 5000000000 26 5.200.000.000 awn TR sulawest
Fada Satuan Pendidikan 18 18,833 756,350 Selatan
Jumian Pandidik dan Tenaga
Kepandidican Bagi Satuan -
Tensga Pandidikan Sakolah Bidang Pembinaan Previnsi
102|021 |01 |50 |Kependidikan bagi Satuan Pendidikan - Paiat % 5000000000 | 26 5.200.000.000 e £ Sulswesi
Sekolah Menengah Aras Enangan A yare Selatan
disediakan Fada Satuan
Fendidikan 24 120.784.500
Jumiah Pendidik dan Tensgs
Fenge bangnnl(nnrPenﬂudulﬂs.n.Tena;n Kependidian yang Sidang Pamblnaan Frcmnm.
1 |ozfoz |1 |01 |51 Pada Satusn Pendidik Paket 25 5000000000 | 26 5.200.000.000 s ulswesi
Sekolsh Menengsh Atsz karir Pads Selstan
Satuan Pendidikan 24 175.000.000
Jumlan Satuan Pandidikan -
Pambinaan Kalembagasn dan Manajeman |yang Mendapatian Bidang Pambinaan ||
1 |o2foz |1 01|52 e ! yane e Sekoish 24 586 550.000.000 [ 586 £00.000.000 e Sulswesi
Sokolah Manangah Atas Pambinaan Kelembagaan SMA celatan
930 Manajemen sakalan 333.476.300
e 0% Sarolah Jumiah Satuan Fendidikan sidang Pemsinzan |/
1]oafoz|1 o1 s3 | Yang mencapatian sewoiah | 586 586 202500.000000 | 586 202.500,000.000 a Sulawesi
Pengelolaan Dana Bos 435.611.150.000 selstan
Jumlah Satuan Pendidikan Frowinsi
Peningkatan Kepasitas Pangelolasn Ds Bidsng Pembi
1|o1foz |1 |01 |54 | ETMERRERR Rapaatas fengElaiaan BANE  |yang mencapatan Kapasitas sexolah | 586 536 300000000 | 586 350,000,000 \SIAnE PRMBINSET sy imwasi
BOS Sekclzh Menengah Azas Panaeintatn Dane fon SMA ceieton
engeloiad L] 3,314 380,858 ata
Parzanzaza Tamatan SMK
02 yang bakar|a 1 tahun Satalah % 4B,75 47,65 a3
Kejuruan
tamat
Jumian Us8 [Unit Sekolah Frowinsi
N . N alﬂ:ﬂa Pembinaan N
1 |o2foz |1 |0z |01 |Pembangunen USE {Unit Sexolah Beru) Baru) yang dibengun Fads Unit 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 Kejumsan Sulswesi
Sstusn Pendidiksn Selstsn




direhabilitasi Pada Satuan

Kejurusn

Jumizh Ruang Kelas Sekalzh sidang Pembinaan |FTEVIRst
01[02|1 |02 |02 [Penambahan Ruang kelssSekolsh yangdibangun Pads Satuan Ruang 20 4000000000 | 20 4.000.000.000 e Sulswesi
ejuruan
idi ! Selatan
Pembangunan Rusng Guru/Kepsla Jumizh Ruang Guru/kepala Bidang Pembinaan | 0"
01021 |0z |03 / sekolzh/TU yang dibangun Ruang 1 20 4000000000 | 20 4.000.000.000 . Sulawesi
Sekolah/TU Kejuruan
Pads Satuan P 1.0004 Selatan
Jumlah Ruang Prakiik Siswa _ Provinsi
Bidang Pembinaan
0102 |1 |02 |04 |Pembangunan Ruzng Praktik Siswa yangdibangun Pads Satuan Ruang 2% 20 4000000000 | 20 4.000.000.000 e Sulawesi
idi 29.41 . Selatan
Jumizh Ruang Labaratarium ) Provinsi
) " Bidang Pembinaan )
01(02|1 |02 |05 [Pembangunan Rusng Laborstarium yangdibangun Pads Stuan Ruang 15 20 4000000000 | 20 4.000.000.000 i Sulswesi
idi 5.835.680.000 sluran Selatan
Jumish Ruang Unit
Pembangunan Ruzng Unit Kesehatan Kesehatan Sekolzh yang Sidang Pembinaan || o
o102 |1 |02 |0g | =2 € vans Ruang 1 20 4.000.000.000 20 4.000.000.000 = Sulswesi
sekolah dibangun Pada Satuan Kejuruan -
idi 155.357.000
Jumizh Perpustakazan Provinsi
! Bidang Pembinaan )
01(02|1 |02 |07 [Pembangunan Perpustskssn Sekolzh Sakolsh yang dibsngun Pads Ruang 8 20 4000000000 | 20 4.000.000.000 e Sulswesi
ejuruan
Satuan i 2.557.173.000 ! Selatan
Jumlah Ruang Serba . Provinsi
) n fusnz Bidang Pembinaan
01021 |02 |08 |Pembangunan Ruzng Serba Gunz /Aula Guna/Aula yang dibangun Ruang 1 20 4000000000 | 20 4.000.000.000 P, Sulawesi
Pads Satuan P 1.0004 ! Selatan
Jumlah Asrama Sekolah yang _ Provinsi
Bidang Pembinaan
01021 |02 |09 |Pembangunan Asrama Sekalah dibangun Pada Satuan Ruang 20 4000000000 | 20 4.000.000.000 e Sulawesi
idi . Selatan
Pembangunan Sarana, Frasarana dan Jumizh Sarana, Prasarana Bidang Pembinaan |05
otfoz2|1 oz |10 | 5 dan Utilitas yanz dibangun Paket 41 20 4000000000 | 20 4.000.000.000 i Sulawesi
Utilitas Sekolah . Kejuruan
Pads Satuan i 570X Selatan
Jumizh Fasilitas Parkiryang Provinsi
Bidang Pembinaan
01021 |02 |11 |Pembangunan Fasilitas Parkir dibangun Pada Satuan Unit 1 20 4000000000 | 20 4.000.000.000 P, Sulawesi
2.150.000.000 ! Selatan
Jumlah Kantin Sekolah yang _ Provinsi
Bidang Pembinaan
01021 |02 |12 |Pembangunan kantin Sekelzh dibangun Pada Satuan Ruang 1 20 4000000000 | 20 4.000.000.000 e Sulawes
Pendidi 2004 . Selatan
Jumizh Rumah Dinas Kepala -
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolzh,Guru, Penjaza Bidang Pembinaan Fravinsi
ofoz2|1 |0z |13 = P LGury, Penizs Ruang 20 4000000000 | 20 4.000.000.000 = Sulawesi
Sekolah, Gury, Penjaga Sekolzh Sekolzh yangdibangun Pads Kejuruan
Selatan
Satuanf
Jumlah Ruang/Sudut Baca _ Provinsi
) Bidang Pembinaan
01021 |02 |14 |Pembangunan Ruzng/sudut Baca yangdibangun Pads Satuan Ruang 1 20 4000000000 | 20 4.000.000.000 e Sulawesi
idi 15 . Selatan
Jumizh Ruang Kelas Sekalzh ) Provinsi
) " Fuans el Bidang Pembinaan )
01(02|1 |02 |15 [Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolsh yang direhabilitasi Pads Ruang 21 24 4800000000 | 24 4.800.000.000 | .000.000.000,00 | Sulswesi
ejuruan
Satuan 5.383.476.000 ! Selatan
Jumlzh Ruang Guru/kepalz
kolah/TU yang Sidang Pembinaan || o
01021 |02 |16 |Renabilitasi Ruang Guru/kepala Sekolzh Ty | *=*/ =TI VENE Ruang 24 4.800.000.000 | 24 4.800.000.000 = Sulawesi
direhabilit=si Pada Satuzn Kejuruan
=t Selatan
Jumizh Ruang Prakuik Siswa Provinsi
) - " Fuang Frak Bidang Pembinaan )
01(02|1 |02 |17 [Rehabilitasi Ruang Praktik Sisws yang direhabilitasi Pads Ruang 24 4800000000 | 24 4.800.000.000 e Sulswesi
ejuruan
Satuan ! Selatan
Jumlah Ruang Laboratorium . Provinsi
= Bidang Pembinaan
01021 |02 |12 |Renabilitasi Ruang Laboratarium yangdirehabilitasi Pada Ruang 2 24 4.800.000.000 | 24 4.800.000.000 P, Sulawesi
Satuan’ 4004 ! Selatan
Jumlsh Ruang Unit -
Kesehatan Sekolzh yang Sidang Pembinaan || oo
0102 |1 |02 |19 |Renabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah | oo oo oo =" ¥2nE Ruang 24 4.800.000.000 | 24 4.800.000.000 ang Sulawesi
direhsbilitssi Pada Satusn Kejuruan
=" Selatan
Jumlsh Parpustakasn _ Provinsi
Bidang Pembinaan
0102 |1 |02 |20 |Rehabil tasi Perpustakaan Sekolah Sekolzh yangdirehabilitasi Ruang 24 4.800.000.000 | 24 4.800.000.000 P, Sulawesi
Pads Satuan P ! Selatan
Jumlah Ruang Serbs -
GunafAula yang Sidang Pembinaan || o0
01|02 |1 |0z|21 [Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aulz una/Auls vang Ruang 1 24 2800000000 | 24 4.800.000.000 ang Sulawesi
direhabilitasi Pada Satuzn Kejuruan
Selatan
idi 2004
Jumlsh Asrama Sekolah yang _ Provinsi
Bidang Pembinaan
0102 |1 |02 |22 |Renabilitasi Asrama Sekolah direhabilitasi Pada Satuzn Ruang 1 24 4.800.000.000 | 24 4.800.000.000 P, Sulawes
400 ! Selatan
Jumlzh Sarana, Prasarana -
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas | dan Utilitas Sekolah yang Sidang Pembinaan || oo
o1foz|1 |oz|23 g =n Hilitss = vane Paket 58 24 2800000000 | 24 4.800.000.000 ane Sulawesi
sekolah direhabilitasi Pada Satuzn Kejuruan o
12.225.000.000 elatan
Jumlah Fasilitas Parkir yang _ Provinsi
Bidang Pembinaan
0102 |1 |02 |24 |Renabilitasi Fasilitas Parkir direhabilitasi Pada Satuzn Unit 24 4.800.000.000 | 24 4.300.000.000 Ceiurean Sulawesi
Pendidi . Selatan
Jumizh Kantin Sekolah yang ) Provinsi
Bidang Pembinaan
01(02|1 |0z|25 [Renabilitasi Kantin Sekolah Ruang 24 2800000000 | 24 4.800.000.000 Sulawesi

Selztan




Jumlah Rumah Dinas Kepals

Frovinsi
1/o2 |1 |02 |z [Fenesitizasi Rumen Dinas Kepala sekclan, |Sekolsh, GuruPenisss fang 2 P — 4500000000 Sidang Pembinasn EUT;“;I
Guru, Penjags Sekalsh Sekcish yamh dirshabilitasi Kejurusn caloton
Pada Satuan Pendidik
umiah Ruang Sudut Baca _ . Provinzi
Bidang Pembinsan
o102 |1 o227 i fuang/Sudut Baca yang dirshabilizasi Bada fuang 24 4500000000 24 4.500.000.000 K'E_ur:“ ! Sulawazi
tatuan Pandidikan ! Salstan
Jumiah Mabaluer Sakalan _ R Frovinsi
Bidang Pembin
0102 (1 02|28 |Pengadaan Mabsl Sekelah yangdiadakan Pada Satuan Pakat 1 24 4200000000 24 4,800,000.000 Cejursan Sulawasi
Pandidikan 100.000.000 Selatan
Jumlah Alst Ruman Tangga K Frevinsi
. Bidang Pembinaan .
01(02 1 |02 |29 |Pengadeean Alat Rumah Tangge Sekolah Sekoleh yang disdakan Fade Faket 24 4.B00.000.000 24 4.800.000.000 Kajuruan Sulawesi
setuan Pendidikan Selstan
Jumiah Perlenghapan Sidang Pembinaan |
0102 |1 |02 |30 |Pengadaan Perlengkapan Sekalah Sekcish yang diadakan Pada Pake: 2 24 4.800.000000 | 24 4.800.000.000 Celmen Sulawesi
Satuan Pendidikan 4.279.800,000 U Selatan
emian Parlangragan _ R Frovinzi
01|02 |1 |02 |31 |Pengadaan Perlangiapan Paserta Didik | Pasarta Didicyang diadakan Fakar 24 4500000000 [ 24 4,800.000.000 :"!’"‘ FEMBINSEn | fawesi
Pada Satuan Pendidikan sluran Selatan
Jumiah Sarana Mobilitas . N Frovinsi
Sidang Pembinaan
0102 (1 02|32 |Pengadaaan Sarana Mabilizas Sekolah sewoish yang diadakan Fads Pkt 12 24 4800000000 [ 24 4,800,000.000 Kejuraar Sulawesi
satuan Pendidikan 2.450.000.000 selatan
Jumlah Alet Praktik dan Provinsi
o102 |1 02|53 [Peneadeean At Praii den Persga Perags Pesents didikyang - e e eso0o0n000| 26 £500.000.000 Bidang Pembinasn | 1~
Peserts Didik disdakan Pads Satuan Kejurusn celmton
Pendidikan 50.801.299.000
lumlah Bangunan Gedung erovines
o1lc2 |1 |oz |35 [Pemetinaraan Rutin Bangunan Gedungdan  |dan Ruang Sakoiah yang fuane 2 csooo0n000| 26 £ 500.000.000 8idang Pembinaan | 1" 0
Fuang Sekolah dipelihara Pada Satuan Kejuruan
Selstan
Pandidskan
Jumlah Sarana, Prasarana Provinzi
lity; Rutil [ Sekolah P
o1l02 |1 |2 |5g [Femetinsrszn Ausin sarana, Prassrana gan |dan Uriiivas sexoran yare pakar ” ceo0000000 | 24 £800.000.000 Bidang Pembinaan [,
Utilitas Sekolah dipelinara Fads Satuan Kejurusn
Salatan
Pendidikan
Jumish Rumah Dines Kepals erovins!
Pemelinarasn Autin Aumah Dinas Kepala  |Sekolsh, Gury, Penjsge Bidang Pembinssn
n 4 4 4 4
03102 (3102138 | oiah, Guru, Penjaga Sekalsh Sekcish yang dipelinars Pads . B Sl 500,000,000 Kejuruan ::::::'"
Satuan Pendidikan
Jumlah Biaya Personil Frevinsi
o110z |1 |oa |57 [Penvadiaan 2iaya Parsonil Pazerta Didik | Pasarta Didik Sakolah Paer 2 cso000n000| 26 £ 500,000,000 Sidang Pambinzan |
Sakolah Mansngsh Kejuruan Manangah Kajuruan yang Kajuruzn .
disedizkan
Jumlah Alat Prastik gan . R Frovins!
_ ) ’ 2idang Pambin
010z 1 [0z2|38 |F Alst Fraktik dan Peraga Sisws | Peraga Sisws yang diadakan Faker 24 4500000000 24 4,800,000.000 Colursan Sulawesi
Fads Satuan pendidiken Selstan
Jumlah Proses Belsjar dan Frovinsi
0102 |1 [o2] a3 [Fenrerengaraan Proses Beizjarsnujian | Ujian Bagi Peserea Digikyang pater s P . P Sidang Pembinasn | (10
bagi Peserta Didik diselenggarakan Pada Satuan Kejuruan caloon
Pandidikan
imian Satuan Pandidikan Erovinet
o112 |1 |02 | e [Pemriapan dan Tindsk Lamjus Eaiuasi Kajuruan yang Mandapatkan " 2 2 eoo0o00mon|  2¢ 4500000000 Bidang Pambinaan SLIH:“;._
Satuan Pendidikan Menangsh Kajuruan Panyiapan dan Tindak Lanjut Kejuruan celatan
Evaluas) 117,050,000
_ . ) sumiah Minat, Sakat dan . Provingi
010z |1 |02 |ay FembinasnMinas, Bakat dan Kreativitas ||, ivicas Siswa yang dibina Pakas 24 24 4500000000 [ 24 4,800.000.000 Bidang PemBingEn | o awasi
Siawe Pada $atuan Pendidikan Kejuruan Salatan
13.412.928.000
Jumlah Pandidik dan Tensgs
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependigikan yang Sidang Fembinaan | P
0102 (1 02 |42 |Kependidikan bagi Satuan P dizediakan pada Satuan Pake: 1 118550000 | 24 4800000000 [ 24 4.800.000.000 Ceiuraan Sulawesi
Sekolah Menengah Kejuruan Pandidikan Menengah Selatan
Kajuruan
Jumlah Pandidik d:nl’an:p
Fangambangan Karir Pandidic dan Tenags  |Kependidican yang Bid Pembi Provinsi
idang Pembin
0102 (1 |02 |43 |Kependidikan Fada Sstuan Pendidikan mendapatakan Faket 1 2130000000 | 24 4800000000 [ 24 4,800,000.000 n-'u::n Sulawasi
Sekolah Menengah Kejuruan pangembangan karir pada ! Selatan
sstuan Pendidikan
. . Jumiah ?enghel,!’umt Bidang Pembinaan Provmsu.
0102 |1 |02 |44 |Pembangunan Bengke! Unit Produksi Produksi yang dibsngun Pads Paket 24 4800000000 [ 24 4.800.000.000 Kejurzan Sulawesi
Satuan Pendidikan . Selstan
Jumiah Satuan Pendidikan
. . yang Mendapatkan . N Provinsi
Fembinean Kelembagsan dan Mansjemen Bidang Pembinsan
o102 |1 |02 |45 ' £ " Pambinaan Kelembagaan Sokolah | 442 as2750000 | a4 250000000 | 443 300,000,600 amng ! Sulawazi
sekclah Menengah Kejurusn Kejurusn
dan Manajeman Sakalah Salatan
Menangah Kajuruan
Jumian Satuan Fandidikan
Pangalclaan Dana BOS Sakolah Manangah | |01 MENdapaTian Bidang Pembinzan || OIS
1oz |1 oz |s | Fengelolaan Dana Bos pada sexolsh | 223 225.976.000.000 | 443 135000000000 | 443 135,000.000.000 Colursan Sulzwesi
setuan Pendidikan Selstan

Menengsh Kejuruan




Fendidikan

rFor Fr
Jumlah Satuan Fendidikan Frovinsi
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana  |Vang mendapatkan Kapasitas Bidang Pembinaan -
02021102 |7 | oo ian Manengah Kejuruan Pangeloisan Dana Gos pada Sekolsh 443 2.904.249.001 | 443 200000000 | 443 250.000.000 Kajurumn Sulawesi
Satuan Fendidikan Kejuruan Selatan
Parsantase warga negara
. usia 4— 18 tahun yang.
0102|103 menyelesaikan pendidian B =2 = &
Khusus
Jumish Unit Sekolah Baru Frovinsi
01|02 |1 |03 |01 |Pembangunan Unit Sekolsh Baru [USE) (USB) yang dibangun Pads Unit 1 1.500.000.000 1 1.500.000.000 Bidang PKFLK Sulawesi
[Satuan Pendidikan Selatan | |
Jumlah Ruang Kelas Sekolah Provinsi
fexl lrd 02 (o2 L las Sekolah i Pada Satuan Ruang 20 4.000.000.000 ] 4.000.000.000 Bidang PKPLK
Pandididican 7 2.150.430.000 Salatan
Jumlah Ruang Guru/Xepala Prowinsi
01023 |03 Joa [¢ e e Rumns Gurs/Xpals Sekciah/TU yang dibangun Ruang 2 5000000000 20 4000000000 Sidang PKPLK  [sulawasi
Pada Satuan Pendidikan 1 209.680.000 Selatan
Jumian Ruang Unit .
Frovinsi
0102 |1 |3 |oa |PembanEURaN Rusng Unit Kesehatan Vesehatan Sekolah yang Ruang 20 4000000000 | 20 4,000.000.000 Bidang PKPLK Sulawasi
| Sekolsh dibangun Pads Satuan
idikan Selatan
Jumlah Perpustakaan Frovinzi
01|02 |1 |03 |05 |Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sekolah yang dibangun Pada Ruang 20 4.000.000.000 0 4.000.000.000 Bidang PKFLK Sulawesi
Satuan Pendidikan Selatan
Jumlah Ruang Serba Frovinsi
01|02 |1 |03 |os Guna/Aula yang dibangun Ruang 20 4,000.000.000 20 4,000,000.000 Bidang FKFLK Sulawasi
Pada Satuan Pendidikan Sslatan
Jumlan Asrama Sekolan yang Frovins!
01|02 |1 |03 |07 |Fembangunan Asrama Sekolah Fada Satuan Ruang 20 4.000.000.000 w0 4,000.000.000 Bidang FKFLK
Fendidikan Selatan | |
Jumlar! .sarann. Prasarsna Provinsi
002 |1 |03 |og [Fembansunen Serans, Frasarana dan dan Utilitas Sekoiah yeng Paket 20 4,000,000.000 0 4,000,000,000 Bidang PRPLK Sulwasl
Utilitas Sekolah dibangun Fada Satuan Selatan
Pendidikan 1 200.000.000
Jumlah Fasilitas Parkir yang Provinszi
01|02 |1 |02 |08 |Pembangunan Fasilizas Parkic dibangun Pada Satuan Unit 20 4.000.000.000 20 4.000.000.000 Bidang FKFLE
Pandidikan
Jumiah kantin Sakalah yang
01|02 |1 |03 |10 |Pembangunan Kantin Sekolah dibangun Fada Satuan Ruang 20 4.000.000.000 20 4,000.000.000 Bidang FKFLK
Fendidikan
Jumlah Rumah Dinas Kepala Provinsi
ooz |1 |0z |12 Fembangunan Hum.ah Dinas Kepala selolnl‘,ﬁuru..Femsls Ruang 20 4,000.000.000 0 000,000,000 Bidang FKFLK Sulawasi
[Sekolah, Gury, Penjsgs Sekolah Sekoleh yeng dibangun Pads Salatan
[Satuan Pendidikan
Jumlah Ruang Laboratorium Provinsi
fexl lrd 0313 um i Pada Satuan Ruang 20 4.000.000.000 1] 4.000.000.000 Bidang PKPLK Sulawesi
Pandidikan 4 1.119.920.000 Salatan
Fembangunan fuang Orientasi dan Jumlah Ruang Crigntasi dan Prowinsi
01(02 (1 (0213 Mobilitas Mobilitzs yang dibangun Ruang 20 4,000.000.000 20 4,000,000.000 Bidang FEFLE Sulawasi
Pads Satuan Pendidikan [ 1.465 450,000 Selatan
Jumiah Ruang Bina Perseps! Prowinszi
o1loz|1 laz]1a Fembangunan Ruang Bina PersepsiBuryi | Bunyi dan Irama Untuk Rusng 20 £.000.000.000 20 £.000.000.000 Bidang PKPLK culmwant
dan Irame untuk Tunarungu (B} Tunarungu (B} veng dibangun Salgtan
Fads Satusn Pendidiken 6 1.465.450.000
Permbangunan Ruang Bina Diri untuk Jumiah Ruang Bina Diri untuk Frovinsi
01|02 |1 |03 15 Tonageahies (€} Tunagranita € yang dibangun Ruang 20 4.000.000.000 w0 4,000.000.000 Bidang PKFLK Sulawesi
Fada Satuan Fendidikan Selatan
Jumlah Ruang Bina Diri dan .
Frovinsi
o1l02 |1 |03 |16 [PemEanzunan Ruzng Bina Diri dan Bina Bina Garsk Untuk Tunadsksa fuang . £500.000.000 . £000.000.900 Sidang PRPLK P
Garak untuk Tunadaksa (0} (D} yang divangun Fada Selatan
Satuan Fendidikan 1 260.500.000
Jumiah Ruang Bina Pribadi Ereing!
0102 |1 |az |17 [Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan a0 Sosizl Untuk Tunslares € Ruang 20 4.000.000.000 20 4,000.000.000 Bidang PKPLK Sulawasd
[Sosisl untuk Tunslaras (E) yang dibangun Pada Satusn Salatan
Pendidikan
Jumlah Ruang Kelas Sekolah Provinsi
01|02 02 (18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Pada Ruang 2 4.400.000.000 23 4.400.000.000 Bidang PKPLK Sulawesi
Satusan Pendididkan 4 800,000,000 Selatan
Jumlah Ruang Guru/Xepala Pravinsi
01|02 |1 |03 |19 |Rehabilitasi Auang Guru/Kepals Sekolah/TU sakalah/TUyang Ruang 2 400.000.000 22 4.400.000.000 22 4.400.000.000 Bidang PKFLK Sulawesi
dirshabilitas| Fada Satuan
Selatan
Pandidikan
Jumiah Ruang Unit .
Frovinsi
01]02 |1 |02 |20 [Rehabilizasi Auang Unit Kesehatan Sekolah |<e3ehatan Sekalah yang Ruang 22 4400000000 | 22 4,400,000,000 Bidang PKPLK Sulawesi
direhabilitasi Fada Satuan Selatan




Utilitas Sekolah

dipelihara Pada Satuan

rrrr
Llumiah Perpustakaan Provinsi
01|02 |1 |02 |21 | Rehabilitasi Perpustakaan Sekalzh Sekolzh yang dirshabilitasi Ruang 22 s400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLE sulawesi
Pads Sstuan 1 200,000,000 selatan
Jumiah Ruzng Serba
! Provinsi
) . Guna/Aula yang )
01|02 |1 |03 |22 | Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula unz/iu Ruang 22 4400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKFLK Sulawesi
direhabilitasi Pada Satuan
ciren=® Selatan
umlah Asrama Sekalah yang Provinsi
01|02 |1 |02 |22 | Rehabilitasi Asrama Sekalzh direhabilitasi Pada Satuan Ruang 2 4400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLK Sulawesi
Pendii selatan
lumlah Sarans, Prassrans
Rehabilitasi Sarana, Prassrans dan Utilitas |dan Utilitss Sekolsh yang Frovinsi
ooz (1 |03 |28 | g vEnE Paker 22 4400000000 | 22 4.400.000 000 Bidang FKFLK sulawesi
Sekolah dibangun Pads Satuan o
Pendidil 1 2.232.756.000
umlah Fasilicas Parkiryang Provinsi
01|02 |1 |03 |25 | Rehabilitasi Fasilitas Parkir direhabilitasi Pada Satuan Unit 22 4400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLK Sulawesi
Pendidi Selatan
Jumlah Kantin Sekolah yang Frovinsi
01|02 |1 |03 |26 | Rehabilitasi Kantin Sekolah direhabilitasi Pada Satuan Ruang 22 4400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKFLK Sulawesi
Pendidi Selatan
Jumlah Rumah Dinas Kepala
Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, |Sekolsh, Guru,Penjaga Fravins)
o1fo2 |1 foz|27 |™® " . - Buru Fenizg Ruang 22 s400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLE sulawesi
Gury, Penjaga Sekolah sekolzh yang dibangun Fada
Selatan
Satuan
umiah Ruang Lsboratarium Frovinsi
01|02 |1 |03 |22 | Rehabilitasi Rusng Lsboratarium yang dirahabilitasi Pags Ruang 22 4400000000 | 22 4.400.000 000 Bidang FKFLK sulawesi
sstusn selatan
umiah Rusng Pusst Sumber
Rehabilitasi Rusng Pusat SumberAnzk | Anak Berkebutuhan Khusus Fravinsi
o102 1 |03 |20 N Ruang 22 4400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLK Sulawesi
Berkabutuhan Khusus yang dirahabilitasi Pads
Selstan
sstuzn
Jumizh Ruzng Orientasi dzn Provinsi
01|02 |1 |02 |20 | Rehabilitasi Ruzng Orientasi dzn Mobilit=s | Mobilitas yang direhabilitasi Ruang 22 s400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLE sulawesi
Pads Sstuan selatan
umlah Ruang Binz Persapsi
Bunyi dan Irama Untuk P
Rehabilitasi Ruzng Bing Persepsi Bunyidan |- Co o ot rovinst
o102 1 [0z |31 - Tunarungu (8] yang Ruang 2 4400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLK Sulawesi
rama untuk Tunarungu 8) unarung.
direhabilitasi Pada Satuan Selatan
Jumlah Ruang Bina Diri untuk
Rehabilitasi Ruzng Bina Diri untuk Tunagrahita Cyzng Frovinsi
o102 (1 [o3|32 | =" sene = vEne Ruang 22 4400000000 | 22 4.400.000 000 Bidang FKFLK sulawesi
Tunsgrahizs (€ direhabilitasi Pada Satusn
direh=s selatan
Jumlah Rusng Bins Diri dan
Rehabilitasi Rusng Bins Diri dan Bina Gersk |Bina Gerak Untuk Tunadskss Frovinsi
ooz 1 [o3|33 | =" 2= " Ruang 22 4400000000 | 22 4.400.000 000 Bidang FKFLK sulawesi
untuk Tunadskss (0} D] yang direhabilitasi Pada
selatan
Satusn’
Jumlah Ruang Binz Pribadi
Rehabilitasi Ruang Bins Pribadi dan Sesial |dan Sosial Untuk Tunalaras € Fravins)
o102 |1 [oz|2s | = Ruang 22 s400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLE sulawesi
untuk Tunalaras (€} yang direhabilitasi Pada
selatan
Satuan’
Jumlah Mebel Sekolah yang Frovinsi
01|02 |1 |03 |35 | Fengadsan Mebal sakolsh diadskan Pads Saruan Paker 22 4400000000 | 22 4.400.000 000 Bidang FKFLK sulawesi
i selatan
umiah Alst Rumah Tanggs Frovinsi
01|02 |1 |03 |35 | Fengadsasn Alst Rumah Tanges Sekolsh  [Sekolsh yang disdaksn Pada Paker 22 4400000000 | 22 4.400.000 000 Bidang FKFLK sulawesi
sstusn selatan
umiah Perlengkapan Frovinsi
01|02 |1 |02 |27 | Pengadzan Perlengkapan Sekalah Sekolzh yang disdzkan Pada Pakst 22 s400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLE sulawesi
sstuzn selatan
umizh Perlengkapan Provinsi
01|02 |1 |02 |22 |Pengadzan Perlengkapan Peserta Didik  |Peserts Didikyang diadzkan Pakst 22 s400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLE sulawesi
Pads Sstuan selatan
Jumizh Sarans Mobilitas Provinsi
01|02 |1 |02 |22 | Pengadaan Sarans Mobilitas Szkolah Sekolzh yang disdakan Pada Paket 2 4400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLK Sulawesi
stuznP selatan
Jumlah Alat Prakeik dan
Pengadasan Alat Praktik dan Peraga Peraga peserts didik yang Fravinsi
01|02 |1 |03 |ag | EMERCEREN & £raga p Eng Paket 22 4400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKFLK Sulawesi
Peserts Didik diadakan Pada Satuan o
Pendidi 4 285.400.000 =istan
umlsh Bangunan Gedung
Pemeliharasn Rutin Bangunan Gedung dan |dan RusngSekolshyang Frovinsi
o1|oz2|1 |o3|e1 | =M= # s = vang Ruang 22 4400000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLK Sulawasi
Ruan Sekslah dipelihars Pads Sstuan
dipeihz selatan
lumlah Sarans, Prassrans
Pemeliharasn RutinSarans, Prasarans dan |dan Utilitss Sekolsh yang Frovinsi
o1)o2|1 [0z |2 | *T® ' vang Paket 22 2300000000 22 4.400.000.000 Bidang PKPLK Sulawesi

Selatan




rri|irr Jumish Rumah Dinas Kepals
Pemeliharasn Rutin Rumsh Dinss Kepsls  |Sekolsh, Gury, Penjsgs Previns|
o1 oz |1 (o3 |as ’ ope ' Huiru, FENBE Ruang 22 4.400.000.000 22 4,400.000.000 Bldang PKPLK Sulawasi
Sekolah, Gury, Penjaga Sekalah Sekolzh yang dipelibara PFada coteren
Satuan Pendidikan
Jumiah Biaya Perzonil
Panyadiaan Biaya Parsonil Pasares Didik P:’:‘c:u Dli':i:P:::l:likan Frovinzi
010z 1 |03 [as | =™ ” Pakat 2 4.400.000000 [ 22 4.400.000.000 Bidang PKFLK Sulawesi
Pendidikan Khusus Khusus yang dizediakan Pada Celatan
Satuan Pendidikan
Jumlah Alat Fraktik dan Frovinsi
01|02 |1 |03 |45 |Pengadaen alat Praktikdan Peraga Siswa  |Peraga Siswa yang diadakan Paket n 4.400.000000 | 22 4.400.000.000 Bigang PKPLK Sulawesi
Fads Satuan Fend) an Selstan
Jumlah Proses Belsjar dan
Penyelenggaraan Proses Belsjsr dan Ujian |Ujian bagi Peserts Didik yan Frovina!
01021 |03 g | =TT ETEERRAT e & Pakar 2 2400000000 | 22 4,400,000,000 Bidang PKPLK Sulawesi
bagi Peserta Didik diselenggarakan Pada Satuzn calotan
Pendidikan
Jumian Satuan Pandidikan L
Panyiapan dan Tindak Lanjut Bvaluasi Khusus yang Mandapatican Frevinzi
o102 |1 |0z 47 | """2P ! vang " Sekolah 2 4.400.000000 | 22 4.400.000.000 Bidang PKPLK Sulawesi
Satuan Pendigikan Khusus Panyiapan dan Tindak Lanjut
Selatan
Eviluasi
P binsan Minas, Bakat dn Krestiat jumiah Minat, Bakat dan Provingi
0102 |1 |0z |en 5_"’ aanRlinar, BaRardan Kestvit=s | raarivitas Siswa yang disina Pakar 2 4400000000 | 22 4.600.000.000 Bidang PKPLK Sulawaz
iswe Pads Satuan Pandidikan Salatan
Penyediaan Pendidit dan Tenaga t’"":_’:x'd:d_“; :"'“" Frovinsi
01021 |03 |43 [« jian bagi Satuan F pendiclian B Satuan Paket 2 a.400000000 | 22 4,400.000,000 Bidang PKPLK Sulawesi
Pandidikan Khuzus yang
Khusus Selstan
disediakan
Jumiah Pandidik dan Tanaga
Pengembangan Karir PandidikdanTenaga  |Kependidikan yang Frovinsi
01|02 |1 |03 (50 |Kependidikan pada Satuan Pendidikan mendapatakan Fawar 2 4.,400.000.000 22 4,400.000.000 Bidang PEFLK Sulawasi
Khusus PeNgaMBangan karir gada Selatan
Satuan Pendidikan
Jumlah Satuan Pendidikan
yang Mendapatian Frovinsi
Fambinaan Kelembagaan dan Manajeman
0102 |1 |03 [s1 £ ! Pembinaan Kelembagaan Sekcish [ 150.000000 | 86 200.000.000 Bidang PKFLK Sulawesi
Sekolah Pendidian Khusus .
#an Manajemen Sekalah Selstan
Pendidikan Khusus 2 362.659.000
Jumiah Satuan Pendidikan -
Pangaicisan Dana B0S Sekoiah Perdidican |Yang mancapatian Fravinzi
010z |1 |03 |sz | "= : F Sexcish 86 13.000.000000 | 86 13.500.000.000 Bidang PKPLK Sulawesi
Khusus Fangaiolaan Dana Bos pada Selatan
Satuan Pandidikan Khusus 85 12.768.000.000
Jumlah Satuan Pendidikan
N s Frevinsi
0102 |1 |03 |53 N - na [raner " sexcish 8 150.000.000 | 86 200.000.000 Bidang PKFLK Sulawesi
BOS Sekolah Peandidian Khusus Fangalolaan Dana Bos pada B h N R Selst
stan
Satuan Pendidikan Khusus 5 394 294,000
1.040.979.665.047 956.300.000.000 1.003.200.000.000
Parsantaza Cakolah yang
fewri bl lokal
01|03 Frogram Pengembangan Kusikulum TOTE T % | 5425 56 57,25 57,25
penamoahan wakiu
pelajaran agama
Farsentase Fendidikan
menangah yang telah
MeEners n
pk= % 20 2 8 82
penyelenggarasn dan
pelayanan pendidikan
berbasis TIK
Parsantaza Parangeat
Kurikulum Muatan lokal pada
Penetapan Kurikulum Mustan Lokal
01031 |01 e [FatLan pendidikan % a8 90 2%
menengah yang dievaluasi
dan n
P K i Dazar M Jr.lnmm KL::T:“:!E:N Bidang Pemi Frovinsl
01{03[1 |01 |0y [Pemrusunan Kompetensi Basar Mustan uatan Leke| Pendidikan Paket 1 291396250 1 550.000.000 1 00,000,000 \I=NE " ETRIAAT sulawasi
Lokal Pendidikan Menengah - [ SMA/EMK
Selatan
Satuan Pendidikan
lumiah Silabus Muatan Lokal Frovinai
01103 |1 |01 o2 |Fammsunan siabus Muatan Loial Fandidikan Manangahyang A N ce0.000.000 N 00,000,050 Sidang Pamoinaan |
Fandidikan Manangsh disusun Pada Satuan SMASME
Selstan
Pandidikan
Jumiah Buku Teks Pelajaran Provinsi
o1laz |1 a1 |oz FEHMII!T‘ Buku Teks Pelajaran Mustan Mustan Loks| F!H.ﬂlﬂl.kbﬁ Fakat 1029 565.850.000 | 1028 550,000,000 Bidang Fermbinaan Sulawasi
Leksl Pendidikan Menengah Menengah yang disedisksn SMAJSMK Salatan
Pads Satusn Pendidikan




rr rr Jumiah Satuan Pendidiksn
) ) yangMencapatian Pelatinan _ Provingi
Iatit. k0
01|03 [1 |01 |oa |FEIHINER PenyusuRan Kurikulum Mustan |, van Kurikulum Pakat 1 402,927,250 1 500.000.000 1 560,000,000 Bidang FEmBInasn | owasi
Lekel Pendidikan Menengah SMA/SMIK
Muatan Lokal Pendidikan Selatam
|Manangah
muWI
Penatagan Kusikulum Muatan Lokal
0103 1 |az kan khusus % & %0 35 55
mp-lﬁi. n
Endician Knusus yang cievaluazi dan
dikambai
Jumiah Kompatensi Dasar -
Penyusunan Kompetens! Dasar Muatan Mugtan Loka| Fendidikan Frevinsi
01031 [oz [os [T Pe Paker 86 473000000 | B 516,000,000 Bidang PRPLK Sulawesi
Lokal Pendidikan Khusus Khusus yang dlsusun Fada
Salatan
| Satuan Fendidikan
Jumiah Silabus Muatan Lokl
Penyusunan Silabus Mustan Lokal Pendidiken Khusus yang Provinsi
o1 [0z |1 |02 Joz |T*™ v Pakat E 301.000.000 88 344,000,000 Sidang FYELK Sulawasi
Pendidikan Khuaus disusun Fada Satusn
- Selatam
Pandidikan
lumiah Buku Teks Pelajaran o
Panyediaan Buku Teks Pelajaran Mustan | Muatan Lokal Pendidikan Frevins!
01031 |0z |03 - o Paket £ 71119148 | B 79.419.148 Bidsng PXPLK Sulswesi
Lokal Pandidikan Khusus Khuzus yang dizadiakan Pada
Selstan
Satuan Pandidikan
Jumiah Satuan Fendidikan
M, tean Palatin; Prowi:
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan |/2"8Mandapatkan Palathan revinl
0103 |1 |02 (04 . Panyusunan Kurikylum Fakar 86 473.000.000 86 516.000.000 Bidang PEPLE Sulawesi
Lokal Pandidikan Khusus
Muatan Loksl Fendidikan Selatan
Whusuis
894,323 500 3,485 168 148 2,855,415, 148
Rasic guru terhadap murid
01{0s Program Penditik dan Tenaga Kependitikan | o o o oo Rasie | 113 113 113 0113
p
Parsantaza Guru SMAyang
% 52,00 52,65 53,20 53,20
barsartifikat e a
P TR % 45,10 45,85 46,35 4635
barsartifikat
Parsentasa Satuan
~ e :mmim mmml::m
01/04(1 (01|  |Kepondidikant el % & & 70 0|
standar jumlah dan kuslitas
1 [ratu) Proving o
pandidik dsn tenags
pendidikan
Jumlah Pandidik dan Tanaga
K didikan 5 Bid: Fasilit;
Ferhitungan dan Pemetasn Pendidik dan P::::‘ L;" ':n::i:‘“ dan PL::! el Frovinsi
01{04[1 |01 |01 [Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan § & Grang | wewee 38.500.005.000 | 1115 2.250.000.000 | 1115 2.500.000.000 : Sulawesi
" Khusus yang dinitung dan DIKMAS, DIKDAS,
lenengah dan Pendidikan Khuswes . Selatan
dipetakan Fada Satuan dan DIETI
Fandigikan
Jumiah Fendidik dar Tenage
Panataan Pandistribusian Pandidic dan :‘n::ﬂdi“; 5""'"“ . :i::;‘ . Provingl
01)04|1 |01 |02 |Tenaga kepandidian Satuan Pendigican | ="° 1 FET PERENERR SRR Orang | mww 5053557.200 [ 1115 2.250.000.000 | 1.125 2,500,000.000 - Sulawesi
Merengah dan Fendidikan Khusus Pendidikan Khuzus yang DIEMAS, DIKDAS, Selatam
didistribusikan Pada Satuan dan DIKTI
Pandidikan
43.553.572.200 4.500.000.000 5.000.000.000
P
0105 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan . i — % 29 20 9 L
Penyelengzariin Pendidikan
yang
01051 |02 % = %0 " a
Diselengzarakan oleh Masyarakat lzin Penyelenggaraan
Pendidiken Menengsh
lumiah Satuan Pendidikan
yang Mendapatian Pes
Fenilaian Kelayakan Usul Perizinan . . Frovinsi
0105 |1 |01 |01 |Pendidikan Menengan Kalayakan Lisul Parizinan setaiah 525 315000000 | 525 350,000,000 Sidang Paminaan |
endidikan Manangah yang Pandidikan Manangah yang ahele o SMA Gan SMK ulzwest
Disalengearakan oleh Masyarakat S&latam
Diselanggarakan olah
Masyarakat




Jumish Satuan Pendidikan
yang Mendespatian

Pengendalian dan Pengawasan Periziran | Pengendalian dan sidang Pempingan [PV
01 01 |02 | Pendidikan Menergah yang Pengawasan Perizinan Sekalah 24 66690000 | 525 315000000 | 525 250,000,000 e e Sulawesi
i cleh idikan b yarg Salatan
Disslanggarakan clah
Masyarskat
lzin Khusus lin
01| oz o k] 83,39 83,83 8429 ETEL]
Khusais
lumian Satuan Fendidikan
Mencapazean P
Penilsian Keleyakan Usul Peritingn :::'I’ I:'"“ ;:: F'-':ﬂi:" Frevinsi
01 02 |01 | Pendidikan Khusus yarg Diseleng M Sekalah ] 78000000 | 63 435.000.000 Bidang PHLK Sulswesi
Pandidikan Khusus yang
oleh Masyarakst Selstan
Diselenggarakan clah
Wasyarakat
Jumilan Satuan Pendidikan
yang Mendapatian
Pengendalian den PERgEwBSEN PEFIEinNGR Pengendelian dan Pravingi
01 02 |02 | Pendidikan Khusus yarg Diseleng 2e Pericingn Sekalah 18 9330000 | 63 78000000 | 63 435.000.000 Bidang PHLK Sulswesi
oleh Masyarakat Pendidikan Khusus yarg Selstan
Diselenggarakan cleh
Jumish Satusn Fendidikan
fambinssn Fandidikan yang Mendapatian Frovinzi
01 02|03 ""I nean :" I' ::‘ “‘“‘:‘"‘ Pembiraan Pendidikan Seinish & 278000000 | 63 435.000.000 Bidamg PXLK Sulawesi
Diselenggarakan oleh Masyarakat Khuzuz yang D gzarakan Calatan
clah Masyarakas
76.020.000 1.764,000.000 2,005.000.000
Parsantase ShUAJSMK yang
Program
01 o % 48,25 29,55 5L05 5105
Pambinaan, Pengembangan dan
dan dan
01| 0 X s =2 i 30 £ a0 a0
dalam 1 [saru] Dasrah Provins
- Jumian Koardinaz: Kamus Frovinzi
01 01|y |Moerdinasi Penyusunan Kamus Bahasa Banazs Daersk Provinsi yang Kegiatan [ 275,000,000 &0 300.000.000 Bidamg PELK Sulawesi
Daerah Provinsi y
diteriaksana Salatan
vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi ;"""'::' \:mlnml. :::‘m:" Frovinsi
01 01|02 |Bahaza dan Sastra Daersh Kewensrgan AN Ravialisasl 2shasa d=n 17 3300000000 60 200000000 | 65 325.000.000 Bidang FXLK Sulawesi
. Sastra Deerah Kewanangan
Provinzi Selatan
Prewins yang dilaksanakan
Publikasi Bahasa dan Sastra Dasrah Jumlah Bahasa dan Sastra Previnsi
01 01|03 Draerah Kewenangan Provinsi Pakex &5 325.000.000 T 350.000.000 Bidang PELE Sulawesi
Kewenangan Provingi o
yang dipublikasikan Selstan
NP roresimpr-miivmt Proves
01 01 os . . Crang 30 150000000 | 35 175.000.000 Bidang PELK Sulawasi
Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi | Dasrah Kewenangan Provingi -
yang diberikan
Jumiah Bui Carita Ralkyat
Py 1
Penyediaan dan Pandistrizusian Buku :’“:'“" Feniniang heres Provinsi
01 01|08 |Cerita Rakyat Daerah Penunjang Litarasi |00 B o TEVENE Pases us 250.000.000 | 558 £50.000.000 Bidang PHLY Sulawesi
. disedizkan dan
Kewsnangan Provinsi ' Salatan
gigistribusikan Fada Satuan
Pendidikan
Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap :u':‘l:: B ."w‘:'“; . Previnsi
01 01|06 |Banasa gan Sastra Daerah Kewanargan | o n 0 oo an SR Kagiatan 558 550000000 | 558 860.000.000 Bigang PELK Sulawesi
: Dagrah Kewenangan Pravinzi
Frovinsi Selatan
Jumian Madul dan Bakan o
Panyusunan Madul dan Bahan Ajar Bahasa |Ajsr8ahasa Daarah Frovinst
01 o fo7 | " ! iy Paet ] 00000000 3 75000000 | 30 400.000.000 Bidang PRLK Sulawesi
Daarah kawsnangan Proving| Kewenangan Provins| yang
disuELn selatan
3.600.000.000 3.125.000.000 2.270.000.000




Dalam periode 2018 — 2023 untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi
melalui serangkain Kebijakan, Program dan Kegiatan di estimasikan |/
direncanakan kebutuhan alokasi pendanaan atau anggaran sebesar Rp.
1.266.429.251.696,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2018 sebesar Rp. 684.762.854.522,-

2. Tahun 2019 sebesar Rp. 581.666.397.174,-

3. Tahun 2020 sebesar Rp. 577.622.080.923,39
4. Tahun 2021 sebesar Rp. 599.065.418.389,43
5. Tahun 2022 sebesar Rp. 606.800.765.651,81
6. Tahun 2023 sebesar Rp. 628.128.039.785,57

Pembiayaan atau anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi
Selatan dan tidak tertutup kemungkinan mendapatkan pendanaan / anggaran
dari sumber lain seperti APBN, Dekonsentrasi, Perbantuan, DAK dan atau
DAU.

GAMBAR YV : PEREKEMBANGAN KEBUTUHAN PENDANAAN
PERIODE 2018 - 2023

PERKEMBANGAN PENDANAAN

700,000,000,000.00

680,000,000,000.00 Q\
660,000,000,000.00 \
640,000,000,000.00 \

Pad

620,000,000,000.00 \ ",/
600,000,000,000.00 = Provinsi
580,000,000,000.00 -Q—ﬁ/

560,000,000,000.00

540,000,000,000.00
520,000,000,000.00

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA

Pada bagian ini dikemukan indikator kinerja OPD (Dinas Pendidikan) yang
secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
seperti yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 -

2023

Dengan memperhatikan Lampiran | Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010, bahwa dalam uraian indikator
kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dipaparkan capaian
indikator dari setiap aspek, atau fokus (Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan
Fokus Layanan Urusan Wajib) menurut bidang urusan penyelenggaraan
pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hal tersebut, indikator kinerja dari OPD (Dinas Pendidikan

Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

dipaparkan dalam tabel berikut :
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Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD
Kondisi Kinerja Target Kondisi Kinerja
. .. Pada Akhir Pada Akhir
° Indikator Kinerja Satuan Periode RPJMD Periode RPJMD
2017/2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun - - - - 13,58 13,59 13,59
2 | Indeks Pendidikan Tahun - - - 66,55 66,92 66,92
3 | Angka Melek Huruf (AMH) % 94,61 95,11 95,61 95,91 96,21 96,51 96,51
4 | Angka Rata Lama Sekolah Tahun 8,34 8,84 9,24 8,4 8,42 8,44 8,44
5 | APK(SM Sederajat) % 83,6 88,12 88,7 82.99 83.31 83.65 83.65
6 | APM (SM Sederajat) % 70,89 63.00 63,5 63,95 64,45 65.00 65.00
7 | APS (SM Sederajat) % 81,75 82,07 82,45 83,39 83,83 84,29 84,29
8 | Angka Melanjutkan (SMP ke SM) % 98,15 98,38 98,67 98,8 98,92 99,03 99,03
9 | Angka Putus Sekolah SM (APtS SM) % 1 0,98 0,95 0,92 0,90 0,89 0,89
10 | Angka Kelulusan Peserta UN SM %

a. SMA % 99,95 99,96 99,97 | 99,98 | 99,99 100 100

b. SMK % 100 100 100 100 100 100 100
11 | Nilai Rata-Rata Peserta UN SM Nilai

a. SMA Nilai 4,3 4,32 4,36 4,39 4,41 4,43 4,43

b. SMK Nllai 4,05 4,1 4,17 4,21 4,29 4,32 4,32
12 | Pendidik yang Berkualifikasi

S1/D4 %

a. Tingkat SMA % 99,38 994 | 9945 | 99,48 | 99,54 | 99,6 99,6

b. Tingkat SMK % 97,82 97,95 98,18 98,39 98,52 98,61 98,61
13 | Pendidik yang Sudah Bersertifikat

a. Tingkat SMA % 53,76 53,81 53,85 53,89 54,18 54,28 54,28
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b. Tingkat SMK % 42,41 42,5 42,75 | 43,06 | 43,37 | 43,75 43,75
14 | Sekolah yang Terakreditasi

a. SMA"A" % 39,25 39,3 39,37 | 3964 | 39,82 | 39,93 39,93

b.SMA"B" % 30,72 30,78 | 30,84 | 30,91 | 31,15 31,36 31,36
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan periode 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan periode 2018-2023 serta sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana
Strategis ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas bagi
semua unti organisasi dalam lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan, dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan
kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan
di Sulawesi Selatan kurun waktu 2018-2023 bergantung pada kemitraan
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta
peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan. Harapan kami
semoga Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu

pendidikan di Sulawesi Selatan dimasa datang.
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